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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Sula Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat serta dampak
alokas dana terhadap prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat. Untuk
mencapal tujuan tersebut, digunakanmetode penelitian kualitatif dengan mengurai
data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observas,wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan
ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum
optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang
mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisas Penggunaa ADD
belum sesuai dengan jadwa yang telah ditentukan sehingga menyebabkan
keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan
Pertanganggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat
mengevaluas hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada
Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua,
pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Suka Mulia dalam
pemanfaatan alokas dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan
dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisas sesuai dengan
rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melaui
musrenbang. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Suka Mulia dalam
meningkatakan pemberdayaan masyarakat setelah adanya alokasi dana desa perlu
diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Segjauh ini, yang
menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia yakni pembangunan infrastruktur,
pembangunan jalan, jembatan dan Posyandu adalah program-program yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia.

KataKunci: Pengelolaan Alokas Dana Desa, Prasarana Umum,
Pember dayaan M asyar akat



ABSTRACT

This study aims to determine the Village Fund Allocation Management in Sula
Mulia Village, Secanggang District, Langkat Regency and the impact of the
allocation of funds on public infrastructure and community empowerment. To
achieve this goal, a qualitative research method is used by breaking down data
descriptively. Data collection techniques are carried out by observation,
interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis
techniques.

The results of the study show: First, the Management of ADD includes Planning,
Implementation, Administration, Reporting and Accountability. The management
of ADD carried out by the Suka Mulia Village Government in Secanggang
Subdistrict, Langkat Regency has followed the rules of technical guidelines set out
in the laws and regulations. But the process is still not optimal. This can be seen
from the reporting process and the liability that has been delayed. The process of
ADD User Realization Reporting has not been in accordance with the
predetermined schedule, causing delays in disbursing the Fund for the next stage.
Likewise with the accountability of the use of ADD so that the community cannot
evaluate the work of the village government and accountability to the regional
government that is not implemented in a timely manner. Second, the
implementation of development programs in Suka Mulia Village in the utilization
of village fund allocations has been said to be effective. This can be proven by the
number of development activities that have been realized in accordance with the
development plan that has been determined by the village government through
musrenbang. Third, the efforts made by the Suka Mulia Village Government in
increasing community empowerment after the allocation of village funds need to
be appreciated, changes and improvements are attempted. So far, the main focus
of the community empowerment programs carried out by the Suka Mulia Village
Government is infrastructure development, road construction, bridges and
Posyandu are programs run by the Suka Mulia Village Government.

Keywords: Management of Village Fund Allocation, Public Infrastructure,
Community Empowerment.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan
adalah untuk mensgjahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara
Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa
tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindugi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesgjahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
seluruhnya.

Menurut Hudayana dalam Baharim (2017) “dalam era otonomi
sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan
terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat
desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan
cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki
APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada
bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah
sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang
tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa
untuk menjalankan pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak
program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang

melibatkan masyarakat™.



Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa merupakan
babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan
kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melakukan
pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan
penegasan bahwa desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam
mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang
Desa membawa mis utama bahwa negara wajib melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis
sehingga bisa membuat landasan yang kuat dalam melakukan pemerintahan.

Dalam meredlisaskan tujuan pembangunan desa tersebut, maka
berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan
diimplementasikan di desa, salah satunya adalah kebijakan Alokas Dana
Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 96 menyebutkan
bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana
Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Alokasi
Dana Desa (ADD) yang berasa dari APBD Kabupaten/Kota tersebut
bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh
persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Alokas Dana Desa (ADD) yang ada selanjutnya di kelolah oleh
pemerintah desa dengan ketentuaan penggunaan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian di atur lebih
detail dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 di jelaskan mengenai tujuan
Alokas Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besaran anggaran per desa,

mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampa dengan pertanggung



jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan Undang-Undang Desa, prinsip
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semakin diperkuat melalaui Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme
pel aksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga pengal okasiannya.

Melalui Alokas Dana Desa (ADD), diharapkan desa akan mampu
menyel enggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti
pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepd,
partisipasi, otonomiasli, demokratisas dan pemberdayaan masyarakat. Hal
tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga
dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola
mangjerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-
program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh
masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah pemberdayaan masyarakat
untuk berpartisipas aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan program
pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk
mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk  bersama-sama
mel aksanakan program pembangunan.

Menurut Wulandari (2014), pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang
sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan
yang di inginkan olen masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa

membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.



Kasus yang terjadi di Kabupaten Simalungun dimana mantan Kepala
Desa Nagori Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean
menyalahgunakan Dana Desa (DD) dari anggaran dan merugikan negara
sebesar Rp 203 juta lebih. Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri
dengan bertambahnya penghasilan yang diterimanya di luar dari penghasilan
sah terdakwa. Kepala Desa menerima bantuan Dana Desa (DD) dari
pemerintah sebesar Rp 257 juta lebih. Dana itu diperuntukan untuk bidang
penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan  desa, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa tersebut
tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi gaji dan atau
tunjangan perangkat desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.

Alokas Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia Kecamatan
Secanggang Kabupaten Langkat mulai diimplementasikan pada tahun 2015
melalui APBDes. Berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Suka Mulai Nomor
24 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Desa Suka Mulai yaitu sebesar Rp 489,856,112 ,- (empat ratus delapan puluh
Sembilan juta delapan ratus limapuluh enam ribu seratus dua belas rupiah)
yang berupa anggaran Alokas Dana Desa. Anggaran Alokasi Dana Desa
diprioritaskan untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan
Anggaran Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk bidang kegiatan
pembangunan desa seperti pembangunan prasarana umum.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di Suka Mulal sebagai salah satu

desa yang mempunyal APBDes. Melalui Alokas Dana Desa (ADD) dan Dana



Desa (DD), yang seharusnya diharapkan mampu menyelenggarakan
otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari
desa itu sendiri namun menunjukan hasil yang sebaliknya. Berdasarkan
informasi bahwa berpartisipas dalam kegiatan pembangunan di desa masih
sangat rendah. Indikas hal ini terlihat dari kebijakan Alokas Dana Desa dan
Dana Desa mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang
hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah desa secara sepihak.
Masyarakat desa yang harusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan
desa cenderung hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan di desa.
Minimnya pembangunan serta tidak transparannya pembangunan Alokas
Dana Desa yang terlihat dari pengaspalan yang asal jadi yang terkesan
korupsi. Selain itu masih ada kendala yang perlu mendapat perhatian
pemerintah, seperti kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam
peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dalam bentuk skrips dengan judul “Analisis Dampak Pengelolaan
Alokas Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta Pemberdayaan

Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat™.

B. Identifikas dan Batasan M asalah
1. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikas
masalah sebagai berikut :
a. Munculnya kasus korups yang terjadi di Desa Nagori Pamatang

Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.



b. Minimnya pembangunan serta tidak transparannya pengelolaan
Alokas Dana Desa
c. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah berdampak pada
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikas diatas, maka penulisan membatas
masalah agar tetap terfokus pada pokok permasalah untuk mencapai hasil
yang diinginkan. Dengan demikian, maka penulis membatasi masalah
hanya pada variabel Alokas Dana Desa (ADD) terhadap prasarana umum
serta pemberdayaan masyarakat desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang

Kabupaten Langkat.

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikass masalah diatas dalam penditian ini penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengelolaan Alokas Dana Desa di Desa Suka Mulia
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa dalam pembangunan prasarana ?

3. Bagaimana dampak Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapal dari penelitian ini adalah :
a Untuk mengetahui pemanfaatan Alokas Dana Desa digunakanan

sesual program.



b. Untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam
meningkatkan pembangunan prasarana umum di Desa Suka Mulia
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

c. Untuk mengetahui dampak Alokas Dana Desa dan Dana Desa dalam
pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan
Secanggang Kabupaten Langkat?

2. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian berharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:

a Manfaat Teoritis
Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi
perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran
ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait pembangunan
prasarana umum desa.

b. Secarapraktis
Hasi| dari pendlitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu
bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam melakukan
usaha dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat diberbagai
bidang, khususnya pada pembangunan prasarana umum mealui

kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

E. Keadian Penelitian
Penelitian ini merupakan replikas dari penelitian Samsul Baharim

(2017). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, dengan judul



Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Di Desa
Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Sedangkan penelitian ini
berjudul: Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap

Prasarana Umum Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia

Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Perbedaan penelitian terletak pada:

1. Model Penelitian : dalam penelitian terdahulu menggunakan model
deskriptif 4 (empat) variabel. Dalam penelitian ini menggunakan model
deskriptif dengan 3 (tiga) variabel.

2. Variabel Pendlitian : penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel
bebas yaitu persepsi, partisipas, implementas kebijakan serta 1 (satu)
variabel terikat yaitu alokas dana desa. Sedangkan penelitian ini
menggunakan 1 (satu) variabel bebas yaitu alokas dana desa dan 1 (dua)
variabel terikat yaitu prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat.

3. Waktu Penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 sedangkan
penelitian ini tahun 2019.

4. Lokas Penelitian : lokas pendlitian terdahulu di Desa Bungi Kecamatan
Kontunaga Kabupaten Muna, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa

Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan
seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi,
politik, budaya, pemerintahan, pertahanan keamanan maupun aspek
ideologi. Pembangunan juga sebagai satu proses menuju kearah yang lebih
baik. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakekat tujuan
pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur
serta sgjahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Menurut
Tjokroamidjojo dan Musropadidjaja dalam Ishak (2016), pembangunan
adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosial budaya,
dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa
akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya
adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses
yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia
dan struktur sosialnya.

Menurut Siagian dalam Ishak (2016), pembangunan adalah suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah
menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan
Mansour dalam Ishak (2016) pembangunan dapat diinterprestasikan dalam

dua kategori berdasarkan pengertian yaitu:
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1. Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan
peradaban manusia.

2. Pembangunan dapat diartikan sebaga perubahan sosia yang

terencana

Menurut Siagian dalam Ishak (2016), dibeberapa daerah yang
sedang melaksanakan pembangunan biasanya mempunyai tujuan yang
meliputi beberapa hal yaitu:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

b) Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

¢) Meningkatkan kesempatan kerja, dan

d) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk terlaksananya pembangunan
diselurun daerah dengan benar sesuai tujuan yang akan dicapai harus
dimulai dengan perencanaan yaitu:

1) Mengadakan penelitian sumber-sumber yang dibutuhkan dana tersedia
bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan dan tenaga-tenaga
yang penting untuk sektor-sektor prioritas.

2) Menyusun suatu kebijakan pembangunan yang konsisten guna
mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan.

Menurut Usman dalam Ishak (2016) pembangunan daerah
seharusnya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan
negara saat ini. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan

tiga hal penting yaitu:
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(a) Bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah
pusat dalam proses pembangunan dasar.

(b) Aspiras masyarakat daerah sendiri terutama yang terefleks pada
prioritas program-program pembangunan daerah

(c) Keterkaitan antar daerah dalam menata perekonomian dan politik.

Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadidjgja dalam Ishak (2016),
terdapat empat aspek penting dalam rangka perencanaan pembangunan:

(1) Terlibat dan ikut sertanya masyarakat sesuai mekanisme proses
politikdalan suatu negara untuk menentukan arah, strategi dan
kebijaksaan pembangunan dilakukan pemerintah.

(2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan
terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan dan sebaliknya.

(3) Partisipas masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan
arah strategi dan rencana yang ditentukan dalam proses politik.

(4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif
dalam pembangunan yang terencana.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Ishak (2016), menguraikan tiga
tahapan dalam pel aksanaan pembangunan, yaitu:

a. Tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipas pada tahapini
maksudnya adal ah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana
danstrategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu
kegiatan/proyek.Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan,
saran dan kritik melalui pertemuanpertemuan yang diadakan.

b. Tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi padatahap ini

maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan
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pekerjaansuatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga,
uang ataupunmaterial/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud
partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

c. Tahap pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipas pada tahap ini
maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu
proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipas
masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk
mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Abe dalam Ishak (2016), dampak dari partisipas
masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah sebagai
berikut:

a. Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulas keterlibatan
masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya
dikehendaki masyarakat.

b. Memberikan nilai tambah pada legitimas rumusan perencanaan
program masyarakat.

c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

. Pembangunan Desa

Menurut Beratha dalam Ishak (2016) pembangunan desa adalah
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesgjahteraan
penduduk didaerah pedesaan. Pembangunan pedesaan ini dimaksudkan
untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi masyarakat didaerah
pedesaan untuk berkembang atas atas kekuatan dan kemampuan sendiri.
Sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan,

bimbingan, dan pengendalian yang dapat meningkatkan usaha swadaya
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yang berdasarkan atas kegotong royongan masyarakat untuk tumbuh dan
berkembang.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pembangunan desa adalah
upaya pembangunan yang secara langsung berorientasi pada peningkatan
taraf hidup masyarakat desa secara merata, menyeluruh dan meliputi
berbagai hidup dan kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Kansil
dalam Ishak (2016), pembangunan desa adalah pembangunan yang
dilaksanakan diwilayah pemerintahan terendah yaitu tingkat desa atau
kelurahan.

Menurut Rahardjo dalam Ishak (2016), pembangunan desa adalah
suatu atau rangkaian untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup
serta kehidupan lingkungan orang desa agar potensi sosial, ekonomi dan
politik wilayah pedesaan mendukung ketahanan nasiona didesa. Menurut
Ndraha dalam Ishak (2016), pembangunan desa sebagai suatu proses
didalam mana masyarakat desa berkenan mengambil bagian secara aktif
atau bagian perkataan lain berpartispasi dan memberikan bimbingan,
pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan.

Sedangkan menurut Siagian (2008), pembangunan merupakan
suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan
secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Kuncoro (2010:20)
pembangunan terdiri dari pembangunan fisk dan non fisk. Menurut
Wresniwiro (2012), pembangunan fisik adalalah pembangunan yang dapat
di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh

mata. Pembangunan fisk misanya berupa infrastruktur, bangunan,
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faslitas umum. Sedangkan pembangunan non fisk adalah jenis
pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan
memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik
adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan
kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut Saul dalam Ishak (2016), pembangunan
sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan
yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan
nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah.
Pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai
harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari
masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Ishak (2016),
peningkatan kesgjahteraan manusia menjadi fokus sentral dari
pembangunan, dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan
sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan
pembangunan. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.

b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.

c. Prasarana sosia yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan
Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud
namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini
sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa :

1) Pembangunan bidang keagamaan

2) Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
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3) Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban

4) Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP,
pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran

5) Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat pula dismpulkan bahwa
pembangunan desa adalah pembangunan yang berlangsung didesa dengan
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesgahteraan masyarakat secara
menyeluruh tanpa mempertimbangkan sifat kedaerahan dan keyakinan.
Oleh karena itu, salah satu ciri utama pembangunan desa adaah
keikutsertaan seluruh masyarakat.

. Pembangunan Di Era Desentralisas

Pengalaman pembangunan di Indonesia yang dijalankan selama
beberapa puluh tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti
memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memberdayakan masyarakat
dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan, dari
mulai  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga
berkembanglah otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sgjak tahun
1999. Menurut Sumaryadi dalam Jusman (2016), hakikat otonomi adalah
meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari
rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga
dalam program pembangunan masyarakat tidak lagi dianggap sebagai
objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari pembangunan.

Meskipun tujuan utama yang hendak dicapal dari pembangunan
adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera

secara fisk, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan
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dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses dari pada
hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan
yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat
dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan
dalam bentuk mobilisas. Menurut Soetomo dalam Jusman (2016)
partispas masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat
tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga
sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan
dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program
tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta
memiliki motivasi yang lebih bagi partisipas pada tahaptahap berikutnya.

Menurut Buch-Hansen dalam Baharim (2017) pembangunan
partisipatoris harus dimulai dari orang-orang yang paling mengetahuli
sistem kehidupan mereka sendiri karena pada pendekatan ini mereka harus
senantiasa menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
yang mereka miliki, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka
supaya dapat mengembangkan diri, untuk itu diperlukan suatu
perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran serta pola-pola bantuan
pembangunan yang telah ada.

Menurut Hudayana dalam Jusman (2016) dalam era otonomi
sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan
terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas
mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit
desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama,

Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat
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tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan
masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan
Adi Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh
rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat,
Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa,
tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat.

Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang
memberikan kewenangan dan kepercayaan |ebih besar pada pemerintahan
desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, UUDesa sekaligus
merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak
tradisona daam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. UUDesa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi
dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mau, mandiri dan
demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam
mel aksanakan pemerintahan. Pembangunan desa akan berdampak positif
bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana,
pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan.

. Pengertian Alokasi Dana Desa

Proses pendanaan keuangan desa melalui mekanisme transfer dari
RKUD sebenarnya sudah dilakukan sgjak lama. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Daerah

memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana transfer dari Pusat untuk
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diteruskan kerekening desa yang dikenal dengan Alokas Dana Desa
(ADD).

Definist ADD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian dari dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa
paling sedikit 10% dibagikan secara proporsional kesetiap desa.
Perhitungan besaran anggaran ADD yang harus dialokasikan daerah untuk
diteruskan kerekening desa, juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005

dengan formula sebagai berikut:

ADD =10% x (Dana Bagi Hasll (DBH) Pajak dan Sumber Daya

Alam + Dana Alokas Umum (DAU) — Belanja Pegawai)

Pengaturan mengenai Alokass Dana Desa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detil dalam
Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa. Dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 dijelaskan
mengenai tujuan Alokas Dana Desa, tata cara penghitungan besaran
anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai
dengan pertanggung-jawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal
penting dalam pelaksanaan ADD berdasarkan Permendagri Nomor 37
tahun 2007, yaitu:

a. Alokas Dana Desa bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan

baik prasarana fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat
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partispas masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf
hidupnya.

b. Azas dan prinsip pengelolaan Alokas Dana Desa yaitu transparan,
akuntabel, dan partisipatif. Artinya Alokasi Dana Desa harus dikelola
dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung
jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat
setempat.

c. Alokas Dana Desa merupakan bagian yang integral (satu
kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan,
pel aksanaan, pertanggung jawaban, dan pel aporannya.

d. Penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja
aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja
pemberdayaan masyarakat.

e. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran
Alokas Dana Desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir
penggunaan Alokass Dana Desa. Laporan ini terpisash dari
pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian
dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemerinta Daerah.

f.  Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokas Dana Desa di
bentuk Tim Faslitass Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping
Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya.
Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar
untuk anggaran Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya UUDesa, prinsip pelaksanaan

Alokas Dana Desa semakin diperkuat. Melalui Peraturan Pemerintah
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Nomor 43 tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan
Alokas Dana Desa dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada
perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan Alokas Dana Desa
dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ini,
kecuali untuk penetapan formula. Dalam penetapan formula terdapat
perubahan yang signifikan terutama dalam penetapan besaran anggaran
yang dialokasikan APBD untuk dialokasikan kerekening desa. Jika dulu
pengurangnya adalah belanja pegawai, dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ini pengurangnya adalah Dana Alokasi
Khusus (DAK). Pada mayoritas pemerintah daerah, propors belanja
pegawai dalam APBD merupakan propors yang dominan, sehingga
tentunya, akan memberatkan bagi Pemda jika mereka harus menyalurkan
ADD ke desa sesuai dengan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor

43 tahun 2014, berikut:

ADD =10% x (Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya

Alam + Dana Alokas Umum (DAU) — Dana Alokas Khusus (DAK))

Pembagian Alokas Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan
Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan
rincian sebagai berikut:

a. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang
sama untuk di setiap desa atau yang disebut dengan Alokas Dana
Desa Minima (ADDM). ADD Variabel Independen utama sebesar

70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
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b. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokas Dana Desa (ADD) yang
dibagi secara proporsional untuk disetiap desa berdasarkan nilai bobot
desa yang dihitung dengan rumus dan variabd tertentu atau Alokas
Dana Desa Proporsiona (ADDP), Variabel Proporsional Utama
sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.

Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting
untuk menentukan nilai bobot desa yang ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan dasar umum antar desa secara
dan mengatas kemiskinan strukturan masyarakat di desa yang melipuiti
indikator kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan
desa. Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan
oleh masing-masing daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk,
luas wilayah, potensi ekonomi (PBB), dan jumlah unit komunitas (Dusun).

Melalui Alokas Dana Desa, diharapkan desa akan mampu
menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang
mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,
partisipasi, otonomiadli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat
guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan
dan meningkatkan kesegjahteraan masyarakat serta memacu percepatan
pembangunan. Kebijakan ADD yang di titik beratkan pada pembangunan
masyarakat pedesaan, diharapkan juga mampu mendorong penanganan
beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara
mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya programprogram dari

pemerintah kabupaten.
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5. Pengelolaan Alokas Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokas Dana Desa (ADD) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam

APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

a

Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokas Dana Desa direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh
dan untuk masyarakat.

Selurun  kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum.

Alokas Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip
hemat, terarah dan terkendali.

Jenis kegiatan yang akan di biayai melalui Alokas Dana Desa (ADD)
sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat
berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan
kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan
melalui musyawarah desa.

Alokas Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti
mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut, dalam implementass pengelolaan ADD terbagi

menjadi beberapa tahapan, yakni:

a

Tahap Perencanaan
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1. Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan Alokas Dana
Desa dan membentuk Tim Pelaksana Alokas Dana Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesua ketentuan
peraturan yang berlaku.

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang
penggunaan Alokass Dana Desa untuk penyelenggaraan
pemerintahan.

3. Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat
rencana detail tentang Alokas Dana Desa untuk pemberdayaan
masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan
material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan
yang berlaku.

4. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Tahap Pelaksanaan

1. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim
Pelaksana Alokas Dana Desa Tingkat Desa dapat mulai
melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program
kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa.

2. Alokas dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh
Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.

3. Alokas dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim

Pel aksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

c. Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan
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Selurun  kegiatan yang didanai oleh Alokass Dana Desa
dilaksanakan dan dievaluas secara terbuka dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat di desa.

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, teknis dan hukum.

Pengawasan terhadap Alokas Dana Desa beserta kegiatan
pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang
berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokas Dana
Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengendalian, monitoring, evaluas dan pengawasan pelaksana
Alokas Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali
Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim

Pendamping/Assistens

d. Tahap Pelaporan

1.

Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses
pengelolaan dan penggunaan Alokas Dana Desa Perkembangan
kegiatan dan penyerapan dana.

Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.

Pencapaian hasil penggunaan Alokas Dana Desa.

e. Tahap pemeliharaan
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Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Aloks Dana

Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan

pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga

masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian
atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan
kelompok sasaran.

. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR untuk direvis dan

dipecah menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap terkait

yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan

Kepala Daerah dan Undang-Undang Desa. Hal tersebut telah terwujud

seluruhnya dengan disahkannya:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo.
UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang).

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota (jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang)

¢. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tentang

Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk

peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam

Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan

pel aksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru

seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama

yang disesuaikan (revis). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang

telah diterbitkan setelah Undang-Undang Desa terbit khususnya yang

terkait erat dengan pengel olaan keuangan desa:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari APBN

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengel olaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigras Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan
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11.

12.

13.

14.
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Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigras Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
M ekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigras Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigras Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana
Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang
Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntans dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa

Sedangkan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan sebelum

Undang-Undang Desa, namun belum dilakukan revisi hingga penyusunan

juklak bimkon ini diantaranya yaitu:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang K ecamatan

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang

Pedoman Administras Desa.
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c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

€) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa

7. Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut Grigg dalam Purwanto (2010) sarana dan prasarana
sering kali disebut infrastruktur yang artinya sebagai fasilitas fisk suatu
kota atau negara, sering juga disebut pekerjaan umum. Pekerjaan umum
(public work) telah didefinisikan oleh America Public Works Association
(APWA) Stone, dalam Purwanto (2010), sebagai berikut: Public works are
the physical structures and facilities that are developed or acquired by the
public agencies to house governmental functions and provide water,
power, waste disposal, transportation, and similar servicesto facilitate the
archievement of common social and economic objectives.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam Purwanto
(2010) prasarana dan sarana sebagai bangunan dasar yang sangat
diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-
sama dalam suatu ruang yang berbatas agar manusia dapat bermukim

dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu
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dan cuaca sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraks satu
dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya.

Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa infrastruktur adalah
bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-
instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya
suatu sistem tatanan kehidupan sosia ekonomi masyarakat. Infrastruktur
merupakan aset fiskk yang dirancang dalam sistem sehingga mampu
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebagal suatu sistem,
komponen infrastruktur pada dasarnya sangat luas dan banyak, namun
secara umum terdiri dari 12 komponen sesuai dengan sifat dan
karakternya, yaitu antaralain sebagai berikut:

a. Sistem air bersih, termasuk bendungan, waduk, transmisi, instalas
pengolah air dan fasilitas distribusinya.

b. Sistem mangjemen air limbah termasuk pengumpulan, pengolah,
pembuang, dan sistem pakai ulang.

c. Fadlitas manajemen limbah padat atau persampahan.

d. Fadlitas transportas termasuk jalan raya, rel kereta api, dan lapangan
terbang.

e. Sistem transit public.

f. Sistem kelistrikan, termasuk produks dan distribusinya.

g. Fadlitasgasaam.

h. Fasilitas drainase dan pengendalian banjir.

I.  Bangunan umum, seperti pasar, sekolahan, rumah sakit, kantor polisi,
dan fasilitas pemadam kebakaran.

J. Faslitas perumahan.
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k. Taman, tempat bermain, fasilitas rekreasi, dan stadion.
|. Faslitastelekomunikasi.

Dari keduabelas komponen tersebut, dapat dikelompokkan ke
dalam 7 (tujuh) kelompok infrastruktur, yaitu:

1) Kelompok air: meliputi air bersih, sanitasi, sanitasi, drainase, dan
pengendalian banjir.

2) Kelompok jalan: meliputi jalan raya, jalan kota dan jembatan.

3) Kelompok sarana transportasi: meliputi terminal, jaringan rel dan
stasiun kereta api, pelabuhan dan bandara.

4) Kelompok pengelolaan limbah: meliputi sistem mangemen limbah
padat (persampahan).

5) Kelompok energi: meliputi produksi dan distribusi listrik dan gas.

6) Kelompok bangunan kota, pasar, dan sarana olah raga terbuka.

7) Kelompok telekomunikasi.

Sebagal suatu sistem yang terdiri dari banyak komponen, maka
perencanaan infrastruktur harus mempertimbangkan keterkaitan dan
keterpengaruhan antar komponen serta dampak-dampaknya. Perencanaan
infrastruktur merupakan proses dengan kompleksitas tinggi, multi disiplin,
multi sektor, dan multi pengguna. Oleh karena itu, perencanaan
infrastruktur tidak bisa sektoral namun juga tidak bisa terlalu global. Jika
perencanaan terldu spesifik (bersifat sektoral) tanpa memperdulikan
komponen lain, maka akan banyak bertabrakan dengan komponen lainnya.
Sebaliknya jika terjadi global hasilnya tidak efektif. Perencanaan yang
(mungkin) paling baik adalah yang berada diantaranya, yaitu perencanaan

yang didasarkan pada pendekatan permasalahan secara global pada
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tingkatan yang tepat dengan mempertimbangkan secara matang segala
dampak eksternalnya, namun masih berkonsentras secara spesifik pada
persoalan utama yang ingin dipecahkan.

. Pengertian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Per mukiman

Menurut Purwanto (2010) prasarana lingkungan permukiman
adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana
utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan
sampah, jaringan pematusan air hujan, jaringan pengadaan air bersih,
jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Jaringan primer prasarana
lingkungan adalah jaringan utama yang menghubungkan antara kawasan
permukiman dengan kawasan lainnya. Jaringan sekunder prasarana
lingkungan adalah jaringan cabang dari jaringan primer yang melayani
kebutuhan di dalam satu satuan lingkungan permukiman.

Menurut Purwanto (2010) sarana lingkungan permukiman adalah
faslitas penunjang yang berfungs untuk penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh sarana
lingkungan permukiman adalah fasilitas pusat perbelanjaan, pelayanan
umum, pendidikan dan kesehatan, tempat peribadatan, rekreas dan olah
raga, pertamanan, dan pemakaman.

Menurut Purwanto (2010) utilitas umum adalah sarana penunjang
untuk pelayanan lingkungan. Contoh utilitas umum méiputi antara lain
jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan

transportasi, dan pemadam kebakaran.
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9. Pengertian Faslitas Sosial dan Fasilitas Umum

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam
lingkungan permukiman, antara lain: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan
dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreas dan
kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.

Pengertian fasilitas sosial disepadankan dengan pengertian di
dalam bahasa Inggris sebagai social atau public facility yang berarti sarana
dan prasarana sosia yang diadakan untuk memfasilitasi upaya pemenuhan
kepentingan-kepentingan sosial masyarakat, serta pelaksanaan aktivitas
sosial dan interaks kemasyarakatan antar warga masyarakat. Jadi dalam
kaitan ini terminologi fasilitas sosial sudah tepat, yaitu merupakan sarana
dan prasarana yang dibangun untuk memfasilitas aktualisasi kehidupan
sosial kemasyarakatan dari setiap warga masyarakat.

Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam
sstem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instans
pemerintah dan terdiri dari antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik,
jaringan gas, jaringan telepon, termina angkutan umum, kebersihan/
pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.

Kata faslitas dalam terminologi fasilitas umum diartikan secara
berbeda di dalam Bahasa Inggris, yaitu sebagai public utility yang secara
umum kurang lebih dipahami sebagal sarana dan prasarana yang diadakan
untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat guna meningkatkan manfaat
(utility) sebesar-besarnya bagi diri masyarakat sendiri, sehingga kehidupan

menjadi |ebih mudah dan Iebih sejahtera.
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Jadi, fasilitas umum lebih menekankan pada manfaat sebagai hasil
yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak, sedangkan fasilitas sosia lebih
menekankan pada penciptaan media atau wahana yang memberi ruang
bagi peningkatan intensitas pergaulan sosial kemasyarakatan.

Prasarana Umum

Prasarana umum berperan sebagal faslitas yang dibutuhkan
masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau
massal (tidak individu). Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut
menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana
umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat
hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut
penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana umum. Akan
tetapi, tidak berarti bahwa pemerintah harus menyediakannya secara
keseluruhan karena sebagian tanggung jawab dapat diserahkan kepada
pihak lain.

Penyediaan prasarana umum tersebut antara lain mencakup
jaringan ligtrik, jaringan jalan, air minu, gas, saluran pembuangan limbah
cair, sampah pokok sehari-hari yang berupa utilitas, seperti listrik, seperti
ar minum, atau telepon rumah diserahkan pengelolaannya kepada
organisasi pemerintah, baik berupa BUMN, BUMD, dinas, dan unit

pel aksana teknis (Sadyohutomo, 2009).
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11. Pember dayaan M asyar akat

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) “proses, cara, membuat, memberdayakan
dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan
untuk bertindak*.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:27) “pemberdayaan
adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu,
kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk
melakukan pilihan dan mengontrol lingkunganya agar dapat memenuhi
keinginan-keinginanya, termasuk aksesbilitasnya terhadap sumberdaya
yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain‘.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan
oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam
memenuhi  kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Menurut
World Bank dalam Mardikato dan Soebianto (2012:27) “pemberdayaan
yaitu upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada
kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice)
atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasanya, serta
kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep,
metoda, produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi,
keluarga, dan masyarakatnya“. Dengan kata lain, pemberdayaan
masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap
kemandirian masyarakat.

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni

dalam Wulandari (2014), bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu
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pengembangan (enabling), memperkuat potens atau daya (empowering),
dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti
pemberdayaan tidak sgja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki
kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih
terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Rusmiyati (2011:16) pemberdayaan adalah suatu cara
rakyat, organisas dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai
kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan
orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian
serta lembaga yang mempengaruhi kehidupanya.

Sedangkan menurut Ambar Teguh dalam Wulandari (2014)
pemberdayaan dapat dimaknal sebagai suatu proses menuju berdaya atau
proses pemberian daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian
dayalkekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada
pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Menurut Suparjan dan Hempri dalam  Wulandari (2014)
pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or
authority dan to give to or enable. Dalam pengertian pertama,
pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan
kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam
pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk
memberi kemampuan atau keberdayaan.

Konsep pemberdayaan menurut Sunit (2008:9) berkaitan dengan

dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak
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berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan
menguasai potensi dan sumber kesgjahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan,
menurut Prijono dalam Wulandari (2014) hakikat pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya,
dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna
mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posis
tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan
penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga
mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang
lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan
ekploitas atas yang lemah.

Menurut Sudjana dalam  Wulandari (2014) pentingnya
pembangunan masyarakat yang menitikberatkan sektor ekonomi ialah agar
masyarakat dapat meningkatkan kesgjahteraan penduduk melalui
pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor-sektor lainya,
dan sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.

Dismpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya
yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan
dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potens
yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih segjahtera.
Pemberdayaan yang di inginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan
yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesua dengan tujuan

pemberdayaan.



37

Menurut Usman (2010:31), usaha memberdayakan masyarakat
desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena
yasng semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembanganya
tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian.
Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementas program
peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk
mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan
spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan
sehingga masyarakat dapat mandiri, percayadiri, dan tidak bergantung dan
dapat lepas dari belenggu strukural yang membuat hidup sengsara.

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa sgja yang akan
menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud
yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di
berdayakan. Menurut Schumacer dalam Wulandari (2014) memiliki
pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin
dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih
dahulu“. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk
membangun. Disamping itu NGO (Non-Governmental Organization)
merupakan agen yang memiliki posisi penting, karena dipandang lebih
bersifat wiraswasta, berpengalaman dan lebih inovatif dibanding
pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya seiring dengan konsep
good govermance. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus
dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar
tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya

menjalin kemitraan yang selaras.
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Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya,
prinsip pemberdayaan menurut Mathews dalam Mardikanto dan Soebianto
(2012:105) menyatakan bahwa : Prinsip adalah suatu pernyataan tentang
Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan
mel aksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku
umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari
berbagai pengamatan dalam kondis yang beragam. Meskipun prinsip
biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Mardikanto
dan Soebianto (2012:105) setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan
kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan.

Prinsip pemberdayaan menurut Cahyono dalam Wulandari (2014),
mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal

b. Lebih mengutamakan aks sosial

c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan
lokal

d. Adanyakesamaan kedudukan dalam hubungan kerja

e. Menggunakan pendekatan partisipasif, para anggota kelompok sebagai
subjek bukan objek

f. Usaha kesgjahteraan sosial untuk keadilan

Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan
masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi
oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus
mampu menggerakan pasrtisipas masyarakat agar lebih berdaya. Dalam

memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas
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dan terarah. Menurut Suparjan & Hempri S dalam Wulandari (2014)
dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus
dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran kritis atau posis masyarakat dalam struktur
sosia politik. Hal ini berangkat dari asums bahwa sumber kemiskinan
berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.

2. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat
mampu membuat argumentas terhadap berbagai macam eksploitas
serta sekaligus membuat pemutusan terhadap hal tersebut

3. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami,
bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahetraan
sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya
dan keamanan.

4. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial
budaya masyarakat.

Sedangkan Menurut Ambar daam Wulandari  (2014)
“pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target
masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri,
meski dari jauh dijaga agar tidak jauh“. Dilihat dari pendapat tersebut
berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belgjar, hingga mencapai
status mandiri. Sebagaimana disampaikan diatas bahwa proses belgjar
daam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara
bertahap.

Menurut Ambar dalam Wulandari (2014) tahap-tahap yang harus

dilalui tersebut meliputi :



40

a) Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan
peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

b) Tahap transformas kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan
ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam
pembangunan.

c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan
sehingga terbentuklah inigiatif dan kemampuan inovatif untuk
menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku
merupakan tahap persigpan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada
tahap ini  pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdaya berusaha
menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitas berlangsungnya
proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervens dalam
masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk
mencapal kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan
lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat
itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka
tentang perlunya memperbaiki kondis untuk menciptakan masa depan
yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat
bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk
meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat
tersebut diharapkan akan dapat menghantarkan masyarakat untuk sampai

pada kesadaran dan kemauan untuk belgjar. Dengan demikian masyarakat
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semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan
untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformas pengetahuan dan
kecakapanketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan
berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan
menjaani proses begjar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan
yang memiliki relevans dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan
tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan
dan menguasai kecakapan ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada
tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada
tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek
pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan
intelektualitas dan kecakapan-kerampilan yang diperlukan, supaya mereka
dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan
ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif,
melahirkan kreasi-kreas, dan melakukan inovasi-inovas di dalam
lingkunganya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka
masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep
pembangunan masyarakat dalam kondisi seperti ini seingkali didudukan
sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal
menjadi fasilitatornya sgja.

Sgjalan dengan pendapat Sumodiningrat dalam Wulandari (2014)
masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu sgja

Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan
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kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan

nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu

dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan

selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.

Menurut Suparjan & Hempri dalam Wulandari (2014) dalam

pemberdayan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan

masyarakat, aspek yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat

yang perlu menjadi inti dasar pemberdayaan yaitu :

1)

2)

3)

4)

Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap posis masyarakat
selaku konsumen produk-produk kebijaksanaan, pemerintahan, dan
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Klarifikasi, pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewagjiban
masyarakat untuk menyampaikan aspirasnya melalui lembaga/media
yang dipandang efektif.

Klarifikasi, pengakuan peningkatan dan perlindungan terhadap
bargaining power masyarakat yang diperlukan dalam rangka
memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga dan
media yang dipandang efektif oleh masyarakat.

Klarifikasi, pengakuan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak
masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup
agar mampu berperan di dalam perubahan sosial yang semakin cepat di
masa depan.

Jadi kesimpulanya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah

proses pemberian daya atau kekuatan (power) terhadap perilaku dan

potens individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok
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masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar
partispas. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat
memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial
kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan
kualitas serta kondis diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan
memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat
memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potens agar mampu
menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup
memenuhi kebutuhanya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada
bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

Di dalam pemberdayaan terdapat proses pendidikan, upaya
pendidikan merupakan aktifitas yang kompleks, yang melibatkan sejumlah
komponen pendidikan yang saling berinteraksi atau interdepens satu sama
lain. Apabila upaya pendidikan hendak dilaksanakan secara terencana dan
teratur, maka berbagai komponen dan saling hubungannya perlu dikenali,
dikaji dan dikembangkan sehingga mekanisme kerja komponen-komponen
itu secara menyeluruh dan terpadu, akan dapat menumbuhkan hasil yang
optimal. Oleh karena itu, pengkajian tentang upaya pendidikan sebagai

suatu sistem mempunyai arti penting.
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Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No | Namal Judul Vardbe | variabay | Mot Hasil Pendiitian

1 Ray Partisipasi Partisipasi Alokasi Deskriptif | Hasil penelitian menyebutkan
Septianis Masyarakat Dalam Masyarakat DanaDesa bahwa M asyarakat Desa
Kartika Mengelola Alokasi (ADD) Tegeswetan dan Desa
(2012) Dana Desa (ADD) Di Jangkrikan berinisiatif besar

Desa Tegeswetan dan untuk berkontribusi dalam

Desa Jangkrikan pengelolaan ADD. Tidak

Kecamatan Kepil hanya dalam perencanaan,

Kabupaten pel aksanaan maupun

Wonosobo pengawasan, tetapi yang lebih
penting adalah kesadaran
masyarakat untuk terlibat
dalam membangun desa
merupakan solusi untuk
memajukan pembangunan
desa.

2 Samsul Studi Implementasi Persepsi Alokasi Deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan
Baharim Kehijakan Alokasi DanaDesa bahwa persepsi masyarakat
(2012) Dana DesaDan Partisipasi | (ADD) terkait implementasi kebijakan

Dana Desa Di Desa ADD dan DD di Desa Bungi

Bungi Kecamatan Implementa Kecamatan Kontunaga

Kontunaga S Kabupaten Muna secara umum

Kabupaten Muna Kebijakan yaitu sudah baik. Sedangkan
partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan yaitu
masih kurang, dimana pada
proses perencanaan,
masyarakat yang hadir hanya
sedikit ditambah lagi
masyarakat kurang paham
tentang perencanaan sehingga
tidak ada aspirasi yang
disampaikan. Begitu juga pada
proses pel aksanaan, partisipasi
masyarakat pun masih sangat
rendah

3 Suwandi Partisipasi Partisipasi | Alokasi Dana | Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan
(2015) Masyarakat Dalam Masyarakat Desa bahwa partisipasi masyarakat

Pelaksanaan Alokasi dalam pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Dana Desa (ADD) di Desa
Kantor Desa Suka Suka Damai Kecamatan Muara
Damai Kecamatan Badak Kabupaten Kutai
Muara Badak Kartanegara masih kurang. Hal
Kabupaten Kutai tersebut dapat dilihat dari hasil
Kartanegara wawancara yaitu kurangnya
sosialisasi dari aparat
pemerintah kepada masyarakat
sehingga masih banyak
masyarakat yang tidak tahu
akan adanya suatu kegiatan
Alokasi Dana Desa dan juga
kurangnya kesadaran
masyarakat akan peran mereka
dalam meningkatkan
pembangunan desa.

4 La Ode | Studi Implementasi Kebijakan |Pembangunan | Deskriptif Hasil penelitian menunjukan

Jusman Kehijakan Alokasi Alokasi Perdesaan bahwa secara umum
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(2016) Dana Desa Dalam Dana Desa implementasi kebijakan ADD
Menunjang di Desa Koroe Onowa dari
Pembangunan aspek proses masih kurang
Perdesaan di Desa baik. Pada tahap perencanaan,
Koroe Onowa tingkat partisipasi masyarakat
K ecamatan Wangi- masih sangat rendah. Pada
Wangi Kabupaten tahap pelaksanaan, porsi
Wakatobi pengal okasian anggaran belum

sesual ketentuan sehingga
masyarakat selaku sasaran
kebijakan masih kurang
mendapatkan manfaat
kebijakan
5 Anita Pelaksanaan Program | Alokasi Peningkatan | Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan
Wulandari | Alokasi Dana Desa DanaDesa |Kesgahteraan bahwa pelaksanaan ADD tahun

(2017) (ADD) 2016 (ADD) M asyarakat 2016 belum dapat dirasakan
Terhadap secara langsung oleh
Peningkatan masyarakat sehingga belum
Kesgahteraan dapat meningkatkan
Masyarakat Dalam kesejahteraan masyarakat
Perspektif Ekonomi secara keseluruhan. Karena
Islam (Studi ADD sangat minim sehingga
Kecamatan Padang komposisi pembagiannya
Cermin Kabupaten dirasakan kurang untuk
Pesawaran) masing-masing kegiatan seperti

masalah ekonomi produktif
yang belum di kelola dengan
baik bahkan belum terprogram.

C. Kerangka Konseptual

Pengelolaan Alokas Dana Desa Di Desa Suka Mulia Kecamatan

Secanggang Kabupaten Langkat didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 27
tahun 2015 tentang pengelolaan alokas dana desa. Melalui Alokas dana
Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar
dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.
Dimana tujuan Undang-Undang Desa adalah menciptakan masyarakat aktif
yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengawas setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya
pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan
akhir

pengelolaan alokas dana desa dan hasl berupa terciptanya

pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada



46

menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat
desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan
yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan
tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa
setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada
Di Desa Suka Mulia belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokas dana
desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana
Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban. Kondis inilah yang akan diteliti Di Desa Suka
Mulai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terkait dengan bagaimana
dampak pengelolaan alokas dana desa terhadap prasarana umum serta
pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia

Pelaksanaan proyek tidak akan berjaan lancar apabila tidak ada
dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat disini diartikan sebagai
masukan-masukan yang berasal dari masyarakat yang menjadi sasaran
kebijakan pemerintah. Dukungan dari masyarakat ini bisa diwujudkan sebagai
keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana
umum di desa. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor
pendukung keberhasilan pembangunan prasarana umum, dilain pihak juga
dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil jika dapat meningkatkan
kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Disis lain, masyarakat
mempunyai harapan tertentu ketika ada suatu program yang masuk

didaerahnya.
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Dengan diberlakukannya Alokas Dana Desa, maka harapan
masyarakat akan terwujudnya pembangunan prasaran umum desa yang
mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesgjahteraanya. Lebih jauh lagi
dengan adanya Alokas Dana Desa melalui pendekatan pemberdayaannya
diharapkan tercipta suatu perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun
sosia seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspiras,
mempunyai mata pencaharian, berpartisipas dalam kegiatan sosiad dan
mandiri dalam mel aksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kemudian harapan-harapan tersebut akan sesuai atau tidak dengan
kenyataannya setelah masyarakat menerima dan melaksanakan proyek melalui
kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Kenyataan itulah yang menimbulkan
pendapat masyarakat sebagai sasaran kebijakan Alokasi Dana Desa untuk
pemberdayaan masyarakat di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 2.1 kerangka

pemikiran berikut ini:
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ALOKASI DANA DESA(ADD)
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012

v
PRASARANA PEMBERDAYAAN
UMUM MASYARAKAT
N
N2
ANALISISDATA
v
KESIMPULAN

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif
(Sulastri, 2016:55). Yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak
alokas dana desa dalam meningkatkan pembangunan prasarana umum dan
bagaimana dampak alokas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di
Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Pendlitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan Juli 2019,
dengan rincian berikut ini:
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian
Bulan/Tahun
No Aktivitas
April, 2019 Mei, 2019 Juni, 2019 Juli, 2019
1 Riset awal/Pengajuan
Judul
2 | Penyusunan Proposal
3 | Perbaikan Acc Proposal
4 | Seminar Proposal
5 | Pengolahan Data
6 | Penyusunan Skripsi
7 | Bimbingan Skripsi
8 | MgaHijau

Sumber: Penulis (2019)
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C. Variabel Penélitian dan Definis Operasional

1. Variabel Pendlitian

Menurut Sugiyono (2009:60) variabel adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa sga yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian adalah alokasi dana desa, prasarana umum dan

pemberdayaan masyarakat.

2. Definis Operasional

Menurut Sugiyono (2014) definis operasional adalah penentuan

konstrak atau sifat yang akan dipelgjari sehingga menjadi variabel yang

dapat diukur. Definisi operasiona variabel sebagaimana dikemukakan di

atas, diperlukan dalam penelitian. Definisi operasional variabel mungkin

memberikan suatu tata cara atau petunjuk yang dapat secara langsung

diukur dalam dunia nyata atau dunia empiris.

Tabel 3.2 Operasionalisas Variabel

Variabel Deskrips
Pengelolaan | Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) hal ini
Alokas Dana | meliputi penggunaan program Alokasi Dana Desa
Desa (ADD), yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa

sosialisas baik dilaksanakan pada tingkat kabupaten,
kecamatan hingga desa, dilanjut dengan penyusunan
rencana kegiatan program Alokasi Dana Desa
(ADD), penyaluran serta pencairan dana, serta
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga melipuiti
pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan
seluruh kegiatan dalam penggunaan dana Alokasi
DanaDesa (ADD).
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D. Populas dan Sampel
1. Populas

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu
atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut Arikunto
(2010:173), “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”. Sedangkan
menurut Sugiyono (2010:80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgari dan kemudian
ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh
masyarakat yang ada di Desa Suka Mulia yang berjumlah 3.531 orang,
yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1769 orang dan perempuan berjumlah
1762 orang. Dimana 867 orang kepala keluarga (KK), pertanian sebanyak
492 orang, industri/kergjinan sebanyak 13 orang, PNS/ABRI sebanyak 79
orang, pedagang sebanyak 57 orang angkutan umu sebanyak 23 orang
buruh sebanyak 287 orang dan lainnya sebanyak 32 orang.

2. Sampel

Penarikan sampel dari populas untuk mewakili populas
disebabkan untuk mengangkat kessimpulan penelitian sebagai suatu yang
berlaku bagi populasi. Menurut Arikunto (2010:174), “sampel adalah
sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Selanjutnya menurut Sugiyono
(2010:81), ”sampel adalah bagian dari jumlah karaktertistik yang dimiliki
oleh populasi tersebut”. Penarikan sampel dalam peneitian ini
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling
yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan

memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat,
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karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Teknik pengambilan
purposive sampling pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 3 orang
terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara dan 1 orang
Sekretaris Desa. Purposive sampling pengukur kedua yaitu Tokoh
Masyarakat yang berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Tokoh Agama, 1
orang Tokoh Adat, dan 1 orang Tokoh Pemuda, serta Kepala Dusun yang
berjumlah 10 orang. Purposive sampling pengukur ketiga yaitu
masyarakat, yang terdiri dari 25 orang. Dengan demikian jumlah

purposive sampling secara kesel uruhan sebanyak 41 orang responden.

E. Jenisdan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Menurut Muhadjir dalam Masruroh (2013), “Data kualitatif
yaitu data yang disgjikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk
angka“. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran
umum obyek penelitian, meliputi sejarah singkat berdirinya, letak
geografis obyek, vis dan misi, struktur organisasi, keadaan sarana dan
prasarana.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer
dan sekunder, yang sumbernya masing-masing sebagai berikut:
1. DataPrimer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan

narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang
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dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang
penyelenggaraan otonomi desa selamaini.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak
langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi
literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

a. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada
Desa

b. Data-data tentang keadaan umum lokas penelitian mencakup keadaan
geografis, demografis.

c. Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, Kecamatan, Desa dan

instans lain yang terkait

F. Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua
tahapan, yaitu:

1. Penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini, peneliti
mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung
baik yang dilakukan melalui observas maupun interview dengan pihak
interna pemerintah.

2. Penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilaksanakan
dengan mempelgjari berbagai literatur, buku, referensi, dokumen
perusahaan, hasil penelitian yang relevan dengan kasus yang akan dibahas
dan sebagainya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan

analisis.
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G. Metode Analisis Data

Menurut Kuncoro (2009:145) “Analisis data kualitatif adalah data
yang tidak dapat di ukur dengan skala numerik“. Sedangkan menurut
Sugiyono, (2014:224) data kualitatif ialah data yang tidak menggunakan
angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang
terpola) dan data yang di hasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan
dengan interprestasi terhadap data yang di temukan di |apangan.

Menurut Sutopo (2010), menjelaskan bahwa analisis data model
interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduks data, penyagjian data dan
penarikan kesimpulan (verifikasi), dengan penjelasannya:

1. Reduks data
Reduks data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformas data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data
berlangsung, terjadilah tahapan reduks selanjutnya (membuat ringkasan,
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partis,
membuat memo).

2. Penyajian data
Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penygjian-
penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi andisis
kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan

bagan.
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3. Penarikan kesimpulan
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang
telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau
verifikas adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti,

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasll Pendlitian
1. Gambaran Umum Desa Suka Mulia

Suka Muliamerupakan salah satu desayang ada di kecamatan
Secanggang, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara, Indonesia.Pada
mulanya Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang merupakan Desa Teluk
dan Sgak tanggal 28 Maret 2008 telah resmi dimekarkan menjadi Desa
Suka Mulia Kecamatan Secanggang. Nama Desa Suka Mulia diambil
berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat dengan Tokoh
Masyarakat dan Tokoh Agama, dimana kata Suka berarti Kecintaan
masyarakat Desa, dan kata Mulia diambil dari salah satu dusun yang ada
di Suka Mulia yaitu Tanjung Mulia. Sehingga dengan memberikan nama
Suka Mulia masyarakat berharap agar Desa nya memiliki warga yang cinta
akan kemuliaan dan kemagjuan.

Awalnya Desa Suka Mulia hanya memiliki 5 dusun antara lain :
Dusun | Kepala Sungai, Dusun |1 Kepala Sungai |1, Dusun [l Pasar XIlI,
Dusun IV Tanjung Mulia, dan Dusun V Pondok Rindu, dan sgjak Januari
2010 wilayah Desa Suka Mulia bertambah menjadi 8 (delapan) dusun
dengan adanya pengalihan wilayah Desa Kwala Bingai Kecamatan Stabat
ke Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang antara lain Dusun VI
Prasetya |, Dusun VIl Prasetya Il, Dusun VIIlI Swadaya. Dalam memipin
desa dilaksanakan dengan aspiras masyarakat. Dan pada akhirnya pada

tanggal 14 Desember 2009 terpilihlah putraterbaik desa Suka Mulia.
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PETA DESA SUKA MULIA

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Suka Mulia (2019)

Gambar 4.1 Peta Desa Suka M ulia Kecamatan Secanggang

2. Geografis
Desa Suka Mulia terletak £ 23 KM dari Ibukota Kabupaten
Langkat, atau + 7 Km dari Ibukota Kecamatan Secanggang dengan luas

wilayah + 4,81 KM?, Peta Admistras Wilayah Desa Suka Mulia sebagai

berikut :
Sebelah Utara :Berbatasan Dengan Desa Cinta Rgja
Sebelah Timur :Berbatasan Dengan Desa Telaga Jernih
Sebelah Selatan :Berbatasan Dengan Desa Kepala Sungai
Sebelah Barat :Berbatasan Dengan Kecamatan Hinai
3. Iklim

Keadaan iklim di Desa Suka Muliaterdiri dari Musim Hujan, dan
kemarau. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari /d

juni, musim kemarau antara bulan Juli /d Desember.
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4. Mata Pencaharian
Mata Pencaharian masyarakat yang ada di Desa Suka Mulia
mayoritas Petani yang berjumlah 3.101 orang,sebanyak 37 orang bekerja
sebagai industri/kergjian, sebanyak 183 oranbg bekerja sebagali
PNS/ABRI, sebanyak 100 orang sebagali pedagang,sebanyak 35 orang
bekerja sebagal supir angkutan umum, sebanyak 1.464 orang bekerja
sebagai buruh dan sebanyak 486 orang merupakan penduduk yang tidak

terdata selebihnya tidak mempunyai mata pencaharian.

5. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa
Berikut Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa di Desa Suka

Mulia Kecamatan Sicanggang Kabupaten Langkat.

BPD -4 KepadaDesa
Sekretaris Desa
| |
Kaur Kaur Kaur
Pemerintahan Pembangunan Umum
I I I I I I I I
Dusun| Bl Dusunlli Dusun 111 Dusun 1V Dusun V Dusun VI Dusun VII Dusun VIII

Sumber: Data Kelembagaan Desa Suka Mulia (2019)
Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa
Bagian Struktur kelembagaan tersebut diatas, masing-masing

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
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a. KepalaDesa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan
kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam ha ini, Kepala Desa
memiliki kewenangan:

1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa

2) Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD)

3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa

4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa

5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APB Desa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga)
kali masa jabatan secaraberturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Dalam melaksanakan kekuasaanPengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala

Desa dalam melaksanakan Pengel olaan Keuangan Desa, dengan tugas:

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
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2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa,
perubahanAPB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
DesaMelakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa.

3) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa

4) Melakukan verifikas terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB),
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari

Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Kepala Seks

Kepala Seks merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai
pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling
banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seks mempunyai tugas:

1) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

2) Melaksanakan kegiatan atau bersama Lembaga Kemasyarakatan.

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa :

a) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaranbel anja kegiatan.

b) Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam

Buku Pembantu Kas Kegiatan.
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c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa
d) Menggukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti
pendukung atas beban pengel uaran pelaksanaan kegiatan.
d. BendaharaDesa
Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang
dijabat oleh kepaa/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk
membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengel ola keuangan desa
yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau
pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan
dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum,Buku Kas
Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukanantara
lain meliputi yaitu:
1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
2) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
mel akukan tutup buku setiap akhir bulan secaratertib
3) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung

Jawaban.

6. Vis dan Mis Desa Suka Mulia
Vis Pembangunan Desa Suka Mulia merupakan gambaran
kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke
depan yang disusun dengan memperhatikan Vis RPJPD Kabupaten
Langkat, substans RPIMD Kabupaten Langkat, dinamika lingkungan

strategis, aspiras masyarakat dan pemerintah Desa Suka Mulia, serta vis
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dan mis Kepala Desa terpilih. Untuk itu Vis Pembangunan Desa Suka
Mulia untuk 6 tahun pertama RPIMDes 2016-2021 adalah :
Terwujudnya Desa Suka Mulia sebagai Desa yang Mandiri menuju
Masyarakat Madani ”. Desa Suka Mulia mempunyai mis pembangunan
dalam jangka waktu 2015-2021 adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan SDM dan SDA yang optimal

b. Menciptakan SDM yang Beriman dan Bertagwa

c. Memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat

B. Pembahasan
1. Pengelolaan Alokas Dana Desa di Desa Suka Mulia Kecamatan
Secanggang Kabupaten L angkat.

Alokas Dana Desa (ADD) adalah Alokasi Dana ke Desa dengan
perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar
10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan
ADD meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalan oleh
Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak
hanyaitu, masyarakat jugaikut berpartisipas dalam pengawasan ADD.

Sebelum merencanakan Alokas Dana Desa (ADD), terlebih
dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya Dana
ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Langkat ditentukan
berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD
Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi

secara merata kepada seluruh desa se-Kabupaten Langkat. Sedangkan
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ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nila bobot Desa yang
ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitas Kabupaten serta ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) di hitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Langkat.
Alokas Dana Desa Minimal sebesar 60% dan alokass Dana Desa
Propersional sebesar 40%. Alokas Dana Desa Proporsioanl di hitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementrian yang
berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di bidang Statistik.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin
dicapa di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan
yang dibutuhkan untuk mencapainya.Hal ini menjadi penting sebab
perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu
kegiatan. Daam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana
tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal
tersebut adalah cara mengal okasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa)
dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya,

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring
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aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi
Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang
penggunannya terintregas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan
kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas
usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman
pada prinsip-prinsp perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat
Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan
diberikannya Alokas Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintah Desa dalan melaksanakan pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana
kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran
baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan
daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen
yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi
mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan
masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya
akan mempengaruhi  kebijakan anggaran untuk kepentingan
masyarakat. sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila
semakin melibatkan banyak pihak maka hasiinya juga akan dapat

mengakomodir banyak kepetingan yang ada.
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Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali
dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut
harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik
lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum
musyawarah tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepaa
Dusun H. Edi Ramli yang mengatakan ”1-2 bulan sebelum
Musrenbang Desa kami kepala dusunmengadakan Rapat perdusun
bersama masyarakat dan tokohmasyarakat, kemudian semua kadus
rapat setelah itu kadus dankepala Desa bersama perangkat Desa
mengadakan rapat kecil-kecilan dan semua kegiatan yang ingin dirintis
di survei terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan Hibah”.

Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa
membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu,
Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan
disampaikan pada saat Musrenbang Desa. Hal ini disasmpaikan oleh
kepaa Desa Suka Mulia Samin bahwa : “Sebelum melakukan
Musrenbang Desa pertama-tama semua kepala Dusun yang ada di
Desa Suka Mulia melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah
itu, Kepala Dusun Melaporkan ha-hal yang di inginkan oleh
masyarakat, kemudian disampaikan pada saat Musrenbang Desa”

Melaksanakan Musrenbang Desa Pemeritah Desa melakukan
Pra Rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin
dilaksanakan Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Rudi

Januardi, Kadus Il bahwa: “Pada saat ingin dilaksanakannya
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Musrenbang Desa kadusmelakukan rapat perdusun kemudian pra rapat
bersama kades dan perangkat desa untuk melakukan perencanaan
APBDes, nantipada saat Musrembang Desa di tawarkan sama
masyarakat hal yangingin di laksanakan.”

Terkaiat dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam
Musrenbang Desa, apakah masyarakat Desa Suka Mulia sudah
mengetahui bahwa Pemerintah Desa mendapatkan sumber Dana dari
Pemerintah Kabupaten yaitu Alokas Dana Desa (ADD) Salah satu
informan yang berasal dari Perangkat Desa, Sugi mengatakan bahwa
“Semua masyarakat yang ada di Desa Suka Mulia sudah tau, kalau
Pemerintah Desa mendapatkan Dana ADD*

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang
ada di Dusun I1I, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai
Alokas Dana Desa (ADD) dan bagaimana cara Pemerintah desa
memberikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Tokoh
masyarakat tersebut menyatakan bahwa : “Saya tau kalau pemerintah
desa mempunyai sumber pendapatan dari Kabupaten yang di sebut
ADD dan Biasanya kalau ada kegiatan dikantor Desa seperti
Musrenbang kita di undang, ada perangkat desa yang bawa undangan
dirumah, tapi tidak tau untuk masyarakat bagaimana cara
penginformasiannya”

Sementara itu, di tempat yang terpisah juga melakukan
Wawacara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun 1V, Tokoh

masyarakat tersebut menyatakan bahwa “Saya biasa dengar tapi



67

kurang tau apa yang di maksud ADD, kalau untuk pemberitahuan
kepada masyarakat biasanya ada dari perangkat Desa yang umumkan
di megid pada saat sudah shalat Maghrib”.

Pelaksanaan dalam Kegiatan Kepala Desa membentuk TPK
(Tim Pelaksana Kegiatan) ADD, Hal ini diterangkan oleh Narasumber,
Samin bahwa : “Untuk pelaksanaan kegiatan Alokas Dana Desa
(ADD) ada Tim Pelaksana Kegiatan tersendirinya, tujuanya untuk
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan
kepada Kepala Desa untuk lebih jelasnya ada di SK pembentukan
TPK”.

Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa, Tim
pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya
(RAB) ha ini di terangkan oleh Budi Agustono bahwa : “Kita
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga
Pasar di situlah kita bahas berapa anggaran yang di gunakan untuk
pembangunan misalnya pembangunan jalan Tani memerlukan berapa
anggaran’.

Proses Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan
dihadiri oleh Camat, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala
kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun
yang baru disampaikan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil
wawancara dengan mantan sekertaris Desa Suka Mulia, Ibrahim yang

mengatakan : “Pada saat Musrenbang Desa, kan dipimpin oleh Kepala
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Desa dan dihadiri oleh pak camat, pak desa pemimpin Musrenbang
Desa, disitu diminta apa usulannya masyarakat dari tiap dusun nanti
diusulkan dikecamatan .

Wawancara yang terpisah yang di lakukan dengan Ketua BPD
Desa Suka Mulia memberikan keterangan bahwa, pada saat
Musrenbang Desa Pemimpin Musyawarah dalam hal ini Kepala Desa
menerima usulan dari masyarakat, Dalam Pembahasan materi jika
seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa maka
racangan tersebut di evaluas kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa
tahun yang berjalan.

Hal tersebut diterangkan oleh Nazar selaku Ketua BPD Desa
Suka Mulia, mengatakan bahwa “Dalam pelaksanaan Musrenbang
Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis
apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak,
jikasesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan
RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta
menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa. Dalam penyusunan
RKPDesa yaitu mendegarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa
oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu racangan di evaluas
kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan”

Kegiatan selanjutnya dalam proses Perencanaan penggunaan
Alokass Dana Desa (ADD) setelah penyusunan usulan prioritas

rencana kegiatan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan
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Rencana Penggunaan Dana (RPD), Dalam RPD Pemerintah Desa
harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah
disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa. Hal ini berdasarkan
hasil wawancara dengan Bendahara Desa Suka Mulia, Riana
mengatakan bahwa “Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD)
Pemerintah Desaharus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa
yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa”.

Berdasarkan pada hasil Musrenbang Desa, Pemerintah Desa
harus membuat RKPDesa yang memuat tentang Rencana
Penyelenggaraan  pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan,
Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena
RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPIMDes untuk jangka waktu 1
Tahun. Hal ini di terangkan oleh Budi Agustono sebagai Tim
Pelaksana Kegiatan ADD, bahwa : “Hasil dari Musrenbang Desa
harus di buatkan RKPDesa yang merupakan penjabaran dari
RPIMDesa, RKPDesa itu rencana Kerja pembagunan Desa yang
jangka waktunya 1 tahun”

Wawancara juga dilakukan dengan Mantan Sekertaris Desa
Suka Mulia menyatakan bahwa: “Tim Pelaksana Kegiatan harus
menyusun Rencana Peggunaan Dana (RPD) berdasarkan Peraturan
Desatentang APBDesa.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat
digambarkan proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema

berikut.
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Rapat Perdusun $ Rapat Kecil- |$ Survey

kecilan
4

Pembentukan Membuat <j Form RKP
Tim Pelaksanaan <] Daftar
Kegiatan ADD Kebutuhan
Masyarakat Masyarakat

2

MusrenbangDesa |$ Evaluasi |$ Penepatan
RKPDesa

Penyusunan
RPD

Gambar 4.3Alur Perencanaan Penggunaan Alokas Dana Desa (ADD)
diDesa Suka Mulia
Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas
usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman
pada prinsip-prinsp perencanaan pembangunan partisipas masyarakat
Desa serta transparans pemerintah kepada masyarakat. Program kerja
pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Suka Mulia telah di
sepakati bersama masyarakat, tokoh masyaraakat, unsur LPMD dan
BPD dalam Forum MusrenbangDesa, usulan pembangunan yang
diusulkan oleh masyarakat Desa Suka Mulia telah terlaksana dengan
rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).
Merujuk pada Gambar 4.3 Perencanaan Penggunaan Alokasi

Dana Desa (ADD) Desa Suka Mulia menghasilkan program kerja
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pada Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Pembangunan
sarana olah raga berupa lapangan bola kaki Rp. 35.900.650,
pembangunan jalan cor beton Rp. 10.680.000. Rehab parkir motor Rp.
3.009.420dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia Rp.
6.400.000.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan
Pembangunan Desa sebanyak Rp. 55.990.070dari keseluruhan jumlah
ADD yang di terima Desa Suka Mulia adalah Rp 174.160.070.
Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang
pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp 118.170.000di pergunakan
untuk biaya Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan
BPD, Tunjangan bendahara desa, Operasional pemerintah Desa,
Peralatan/ perlengkapan kantor,

dan Operasiond lembaga

kemasyarakatan.

Tabel 4.1 Hasll Analisis Terhadap Tahapan Perencanaan
Penggunaan Alokas Dana Desa (ADD) di Desa Suka Mulia

No Tahapan Aktor/Pemeran Analisis
1 | Rapat Perdusun | Kepala Dusun, Proses perencanaan
Tokoh masyarakat | ADD yangdilakukan
dan Masyarakat oleh Pemerintah Desa
Suka Mulia melibatkan
partisipasiseluruh
komponen yang ada di
Desa baik lembaga
kemasyarakatan
maupun masyarakat
umum.
2 | Rapat Kecil- Kepala Desa, Rapat yang
kecilan Kepala Dusun dan | dilaksanakan sudah
Perangkat Desa melibatkan Kepala
Desa, Kepala
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Dusun dan Perangkat
Desa

3 | Survey Kepala Desa dan Pemerintah Desa Suka
Kepala Dusun Mulia
melukan Survey
terlebih dahulu
sebelum membuat
Surat Surat
Keterangan Hibah.
4 | Format RKP Pemerintah Desa | Format RKP dibuat
oleh Tim penyusun
RKP yang telah di
tentukan oleh Kepala
Desa
5 | Membuat daftar | Pemerintah Desa | Dalam membuat daftar
kebutuhan kebutuhan
masyarakat Masyarakat Pemerintah
Desa sudah
mengacu pada rapat
perdusun
6 | Pembentukan Kepala Desa Kepala Desa
TIM membentuk TPK ADD
pelaksana sesuai dengan
kegiatan Peraturan yang ada
ADD
7 | MusrenbangDesa | Camat, Kepala Pemerintah Desa
Desa, BPD, mempunyai
LPMD, Tokoh kesulitan dalam
Masyarakat, dan menentukan
Masyarakat. Program yang
dilksanakan
8 | Evaluas Kepala Dusun, Dilakukan untuk
Masyarakat, BPD, | melihat kesesuaian dan
LPMD ketepatan program
9 | Penetapatan Kepala Desa dan Dilaksanakan apabila
RKPDesa BPD sudah Disepakati
10 | Penyusunan Tim Pelaksana RPD yang di susun
RPD Kegiatan sudah berdasarkan

peraturan Desa tentang
APBDesa dan data
harga Pasar

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah

dilakukan, bahwa perencanaan Penggunaan ADD di Desa Suka Mulia

Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sudah di lakukan sesuai
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dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan
kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan
rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor

2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,
implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap
siap. Dalam pelakasanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa,
Setiap tahun Bupati Langkat mengeluarkan surat yang mengatur
tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat
Desa. Untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Langkat
tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Langkat nomor 2 tentang
Petunjuk Teknis tentang Aloksi Dana Desa yang di sebar keseluruh
desa yang ada di Kabupaten Langkat. Petunjuk Teknis tersebut
dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai
penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Suka Mulia, Samin : “Saya
sebagai Penanggung jawab sgja untuk TPK ADD (Timpelaksana
kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD
tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan

masyarakat”
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Sementara Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk
mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai
informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang diaksanakan oleh
Pemerintah Desa Suka Mulia mendapat kritikan dari salah satu
masyarakat yang ada di Dusun Labempa yang mengakatakan bahwa
pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa lebih cenderung
mengutamakan Dusun tertentu. Hal tersebut di peroleh dari informan
yang berasal dari Dususn 1V, bahwa masyarakat berharap Pemerintah
Desa memiliki BUMDES, hal tersebut di terangkan oleh masyarakat
yang berasal dari Dusun IV, bahwa “kami sebagai masyarakat biasa,
khususnya yang tidak punya pekerjaan berharap Pemerintah Desa
memiliki BUMDes seperti bengkel”. Hal senada juga di utarakan oleh
salah satu masyarakat yang berada di Dusun IV bahwa “semoga untuk
tahun depan Pemerintah Desa membuat GOR (Gedung Olahraga), agar
masyarakat yang ingin berlatih ada tempat untuk latihan, apalagi
selama ini kalau kita mau latihan khususnya volly atau Bulu tangkis
tidak ada tempat. Karena potensi masyarakat Desa Suka Mulia dalam
bidang olahraga cukup baik, Apalagi kalau ada pertandingan sangat
antusias untuk mengikuti”

Terkait dengan pernyataan dari salah satu masyarakat yang
berharap Pemerintah Desa Suka Mulia memiliki BUMDes, maka
Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Desa Suka Mulia yang
diwakili olen Bendahara Desa, mengatakan bahwa : “Khusus untuk

BUMDES di tahun 2019, memang kami belummemiliki dikarenakan
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belum mengetahui bagaimana caramengelolaanya, kami baru sga
mengikuti pelatihan sosialisas dan penyusunan BUMDES yang di
adakan oleh pihak Dinas PMD. Nanti Tahun 2020 Insha Allah.
apalagi sudah ada instruksi dari PMD bahwa setiap Desa harus
memiliki BUMDES”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, di sisi lain
Pemerintah Desa Suka Mulia juga mendapat respon yang Positif
dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam mel aksanakan
Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Suka
Mulia selalu ikut berpartispass dalan ha memantau proses
pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat yang berasal dari
Dusun |1, mengakatan “Biasanya kalau ada pembangunan yang di
laksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu
memantau Setiap proses pembangunan .

Pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Suka
Mulia sudah sangat bagus di bandingkan dengan Desa yang ada di
Kecamatan Secanggang. Hal tersebut diperoleh penulis dengan
melakukan Wawancara dengan salah satu masyarakat yang berasal dari
Dusun VI, mengatakan bahwa : “Pembangunan di Desa Suka Mulia
sangat bagus, di banding desayang ada di Kecamatan Secanggang
karena kita mempunyai kepalaDesa yang betul-betul ingin melihat
Desanya meningkat”.

Di tempat yang terpisah, Kepala Dusun 1V mengatakan jika

pembangunan di tahap pertama belum rampung, maka di alihkan ke
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tahap berikutnya. Samin mengatakan bahwa : “Jika pembangunan di
tahap pertamatidak terlaksana /tidakrampung, maka dialihkan ketahap
kedua ™.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua
PMD Desa Suka Mulia, jika Dana di tahap pertama tidak mecukupi,
maka menggunakan Dana pembangunan yang tahap kedua. Mantan
Sekdes mengatakan bahwa : “Biasanya kalau pembangunan di tahap
pertama belum selesaiterus dananya tidak mencukupi kita
menggunakan sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti
pada saat Pertanggung Jawaban pintar pintarnya Bendahara Desa dan
sekertaris Desamengkalkulasi, yang penting tidak ada penyal ahgunaan
danakalau masalah seperti ini bisa karena untuk kepentingan
kitabersama*

Sejalan dengan pendapat tersebut, di tempat yang terpisah
Hasil Wawancara dengan Nazar selaku ketua BPD Desa Suka Mulia,
bahwa dalam melakukan pembangunan jika Dana tersebut tidak cukup
Kepala Desa Suka Mulia menggunakan Dana tahap kedua atau uang
Pribadi.“Untuk melihat pembagunan di Desa Suka Mulia tidak perlu
diragukan lagi, sebab Kepala Desa sangat loyal demi
kelancaranpembangunan yang ada di desa bahkan jika dana tersebut
belumcair Pak Desa menggunakan uang Pribadinya sendiri dan
jikaDana tidak cukup gaji untuk bulan selanjutnya pak desa

tidakterima, tapi di sumbangkan ke pembagunan tersebut”.
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Terkait dengan Pelaksanaan ADD untuk melihat bagaimana

penggunaanya. Dalam Perbup Kabupaten Langkat nomor 2 tahun 2016

Pasal 11 Penggunaan dan Pelaksanaan ADD terdiri atas:

1. Alokas DanaDesa (ADD) dipergunakan untuk membiayai :

a. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, BPD

lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

b. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Balanja aparatur

dan operasona pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan yang

ada di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diperguanakan

untuk biaya :

a. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Tunjangan BPD

c. Tunjangan bendahara desa

d. Operasional pemerintah desa meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Belanja ATK, Materai Cetak dan penggandaan
Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik
Belanjajasainformas (koran/majalah)
Belanja makan minum harian dan Rapat
Belanjajasainformas (koran/majalah)
Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Belanja jasa kebersihan kantor

Belanja jasa perbaikan peralatan kantor

e. Operasional BPD meliputi :
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1) Belanja ATK, matera cetak dan penggandaan
2) Belanja makan minum harian dan Rapat
3) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
f. Operasiona lembaga kemasyarakatan meliputi :
1) Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
2) Belanjamakan minum harian dan Rapat
g. Peralatan/perlengkapan kantor
h. Penigkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga
kemasyarakatan yang ada di Desa.
. Besarnya tunjangan sebagimana dimaksud ayat (2) huruf a,b,c dan
d ditetapkan dengan keputusan bupati
. Besarnya biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud ayar (2)
huruf e maksimal 10% dari jumlah ADD.
. Besarnya Biaya Operasional BPD sebagaimana di maksud ayat (2)
huruf f maksimal 5% dari jumlah ADD
. Besarnya Biaya Operasiona Lembaga Kemasyarakatan lainnya
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g maksimal 2% dari jumlah
ADD
. Besarnya dana untuk pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa dengan
pagu Anggaran maksimal 5% jumlah ADD
. Biaya untuk peningkatan sumber daya manusia aparatur

pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di
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desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf | digunakan sebagai

atau seluruhnya untuk pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan

kondis dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan

tugas penyel enggaraan pemerintahan sebesar Rp.15.000.000,-

9. Belanja pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf b dipergunakan untuk :

a

b.

Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil

Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.

Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan

Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan
Perbaikan lingkungan dan pemukiman

Pengembangan tata desa dan teknologi tepat guna

Perbaikan pendidikan dalam skala kecil

Pengembangan system informasi pembangunan desa
Penigkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik
Biaya jaminan kesehatan bagi Pemerintah Desa
Pengembangan sosial budaya

Kegiatan sgjenis yang dapat meningkatkan kesejahtraan
masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan system kel ompok
Penguatan penyelengaraan pemerintah desa dan kelembagaan

desa

10. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Pelaksanaan kegiatan adalah lembaga pemberdayaan
masyarakat desa (LPMD)

b. Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik
dilaksanakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
desain (gambar) yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis
yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat Penanggung
Jawab, Jenis Pekerjaan, Volume, Lokasi, Jumlah Dana, Sumber
Dana, Tenaga Teknis/Konsultan dan Pelaksana.

c. Biaya untuk penyusunan RAB dan desain sebagaimana
dimaksud poin b oleh konsultan atau tenaga teknisi mengacuh
pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 Tahun 2015 tentang
pengadaan Barang Jasa di Desa.

d. Setiap pembangunan fisik mengal okasikan, pembuatan prasasti
pada RAB masing-masing kegitan

e. Prasasti sebagaimana yang dimaksud pada huruf di buat secara
permanen dengan ukuran + 50 cm?menggambarkan jenis.

f. Kegiatan dan sumber anggaran serta tahun pelaksanaan
kegiatan tersebut.

11. Pengaturan berkenaan dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa dan

Pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja Pegawai, belanja

barang dan jasa, belanja modal.
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Tabel 4.2 Analisis Pelaksanaan Penggunaan Alokas Dana Desa
(ADD)di Desa Suka Mulia

No Uraian Rincian Anggaran Keterangan

1 Penghasilan tetap Kepala
Desadan

Perangkat Desa

- KepalaDesa 1 Orang 1 x 12 x 1.100.000 = 13.200.000
- Sekdes 1 Orang Rp 87.600.000 | 1x 12 x 700.000 = 8.400.000

- Kaur 3 Orang 3 x 12 x 500.000 = 18.000.000

- Kadus 8 Orang 8 x 12 x 500.000 = 48.000.000

2 Operasional Perkantoran
Desa danTunjangan
Bendahara Desa
- BendaharaDesa 1 1 x12 x 250.000 = 3.000.000
orang
- Belanjaalat Tulis 3.500.000
kantor
- Belanja perbaikan 500.000
peralatan kantor
- BelanjaListrik 540.000
- Biaya Alat Pembersih 350.000
kantor
- Belanjasurat Rp 10.520.000 530.000
kabar/majalah
- Belanjajasa 2.100.000
dankebersihan Kantor
Desa

3 Pembayaran tunjangan
BPDdan Operasional
SPD BelanjaPegawai
Tunjangan BPD

- Ketua 1l orang Rp 1.800.0000 1 x 12 x 150.000 = 1.800.000

4 Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bahan Belanja Rp 500.000
ATK
- Belanja makan minum Rp 500.000
danrapat
- Belanja Rp 1.000.000
PerjalananDinas

5 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
- Pembangunan sarana Rp. 35.900.650
olah raga berupa
lapangan bola kaki
- Pembangunan jalan Rp. 10.680.000
cor beton
- Rehab parkir motor Rp. 3.009.420
- Pemeliharaan pagar
kantor Desa Suka
Mulia Rp. 6.400.000

Berdasarkan tabel 4.2 penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa

Suka Mulia, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah
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dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional
pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa
telah dirincikan dengan baik Alokas penggunaanya telah sesual
dengan Peraturan yang ada.
Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan
keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara
Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan
pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak
yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam
pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala
pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa
dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD
atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur
perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan
Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan,
menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggung
jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan
desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir

bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggung-
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jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan
pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan
oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak
dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh
bukti transaks keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan
untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun
penyetoran pgjak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk
mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun
pengeluaran melaui bank.

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 51 tentang
pengelolaan keuangan Desa pada pasal 50 tentang Penatausahaan
APBDesa pada ayat 2 (Dua) Bendahara Desa wajib menyel enggarakan
Penatausahaan  terhadap  seluruh  penerimaan,  penyimpanan,
pembayaran, penatausahan, yang menjadi tanggung jawabnya serta
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini sesuai

dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Suka Mulia, Samin
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“Setiap Bulan Bendahara Desa

Melaporkan Kondisi Keuangan Desa”

Berdasarkan Peraturan tentang pengelolaan keuangan Desa

dan hasil wawancara, maka dapat digambarkan tahapan penatausahaan

dalam skema berikut.

Penatausahaan
Penerimaan

Penatausahaan

r Pengeluaran

)Y

Pertanggung
jawaban

Gambar 4.4 Alur Pentausahaan Keuangan Desa yang dilakukan

oleh Bendahara Desa Suka Mulia

Tabel 4.3 Hasll Analisis Penatausahaan pengelolaan K euangan
Desa yang dilakukan Oleh Bendahara Desa

No.

Tahapan

Aktor/pemeran
Utama

Analiss

Penatausahaan
Penerimaan

Bendahara Desa

Pencatatan
penerimaan
keuangan sudah
dilaksanakan
dengan baik

Penatausahaan
Pengeluaran

Bendahara Desa

Pencatatan
pengeluaran
keuangan sudah
dilaksanakan
dengan baik

Pelaporan
Pertanggungjawaban

Kepala Desa dan
Bendahara Desa

Setiap bulan
Desamel aporkan
kondis keuangan
Desa kepada
kepala Desa

Selain tahapan penatausahaan yang di atur, Bendahara Desa

wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaks yang berupa

penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan
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secara sistematis atas transaksi-transaks keuangan yang terjadi, terkait
dengan pernyataan tersebut, di tempat yang terpisah wawancara
dilakukan dengan Bendahara Desa Suka Mulia, ia mengatakan bahwa :
“Pada  saat  pengeluaran kas berupa belanja  untuk
mel aksanakanoperasional kegiatan Desa dan program-program Desa,
kita harussmpan bukti-bukti transaks keuangan, baik kas masuk
maupunkas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas
umum,buku kas pembantu paak dan buku bank kemudian
desamelakukan penutupan pada setiap bulannya atas buku kas
umum,buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai
laporanpertanggungjawaban kepada kepala desa. Hal tersebut sesuai
dengan yang di terangkan oleh Kepala Desa, Suka Mulia bahwa
Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan
Keuangan Desa. Samin Mengatakan “Dalam melakukan pengeluaran
dan penerimaan Keuangan DesaBendahara wajib mencatat semua
kedalam buku Kas danbendahara Desa telah telah melaksanakannya
sesuai denganaturan yang ada”

Sementara di tempat yang terpisah juga dilakukan Wawancara
dengan Bendahara Desa Suka Mulia, untuk mengetahui kendala yang
dialami pada saat melakukan Penatausahaan Keuangan Desa. Kendala
yang dilami pada saat melakukan Penatausahaan adalah belum
mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang
dilaksanakan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut diterangkan

oleh Bendahara Desa bahwa : “Kendala yang dialami karena baru
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dilantik tahun lalu, belum mahirmenggunakan komputer dan tidak
adanya pelatihan khusus untukBendahara baru apaagi faktor umur,
pada Tahun 2018 adatawaran dari Mahasiswa untuk mengadakan
Pelatihan komputeruntuk perangkat Desa tapi tidak di berikan 1zin
oleh BPMD karenaUntuk Dana Pemberdayaan tidak boleh digunakan
untuk AparatDesa, Pelatihan bisa dilaksanakan asalkan di ambil dari
danaSDM ”

Berdasarkan dari hasl Wawancara tersebut, Dalam
melaksanakan Penatausahaan yang di lakukan oleh Pemrintah Desa
Suka Mulia dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Peraturan yang ada di Peraturan
Bupati Langkat Nomor 24 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa dan bahwa dengan adanya Penatausahaan yang dilakukan
Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak
dan Buku Bank sangat mempermudahkan BPD dan masyarakat untuk
mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang
begitu besar dipegang atau dikelola Pemerintah Desa.

. Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa
mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat
secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan
pencairan dan pertanggung jawaban yang beris realisas penerimaan

ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD
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mencangkup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang
dihadapi dan rekomendas penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di
buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas
realisas penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan
secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping
Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan
Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati
melaui BPMPDK Kabupaten Langkat sebagai dasar untuk melakukan
penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana
Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk
menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak
tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk
menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya
sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitas
Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam
Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses
pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Suka Mulia

dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan
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penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester
pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris
Desa Suka Mulia, yang meyatakan bahwa : “Untuk Pengelolaan ADD
memang sudah ada aturannya, biasanya kita pedomani Peraturan
Bupati Langkat nomor 2 Tentang PetunjukTeknis Alokass Dana Desa
dan Perbup nomor 24 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuagan Desa.
Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap
semester pertama palinglambat akhir bulan juli dan Semester dua
paling lambat bulan Januari”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama
yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan
paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk
melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk laporan akhir
dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan
Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, Laporan
tersebut di verifikas oleh Tim Pendamping Kecamatan. Hal ini sesuai
dengan yang disampaikan oleh Kepala Seks Keuangan dan Aset Desa
Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan: “Pelaporan ADD di
kerja di desa kemudian verifikas untukpencairan nanti masuk di
Kecamatan kan di Kecamatan ada dibilang tim pendamping
Kecamatan, dan di Kecamatan lahseharusnya berfungs untuk
memferifikas kemudian di kasi masukdi PMD dan keuangan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan

penggunaan ADD terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir.
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Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir
terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Berikut

digambarkan proses pelaporanpenggunaan ADD dalam Gambar 4.5.

Laporan Tingkat Desa

A 4

Laporan ke Bupati cg. BPMDK
untuk di Verifikas

\ 4
Rekomendasi hasil verifikasi

'

Pencairan Dana

Gambar 4.5 Alur Pelapor an Penggunaan Dana Alokas Dana Desa
(ADD)
Poses pelaporan terhadap penggunaan ADD dapat dirangkum
secara singkat dalam tabel 4.5 dengan menjelaskan secara singkat
analisis proses dan pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Tabel 4.4 Hasll Analisis terhadap Pelaporan Penggunaan ADD di
Desa Suka Mulia

Jenis Laporan Proses Analisis

1. Laporan Berkala Laporan tingkat | Laporan realisasi
2. Laporan Akhir Desa penggunaan dana yang
- Pelaksanaan dibiaya oleh ADD
- Penyerapan Dana dilaksanakan secara
- Masalah yang berjenjang oleh kepala
dihadapi Desa kepada TIM
pendamping kecamatan.

Laporan ke Dokumen yang butuhkan
Bupati cq. dalam melakukan proses
BPMDK untuk | pencairan danaterlebih
di Verifikas dahulu harus di verivikas
oleh Tim dari BPMDK
karena tugas BPMDK
adal ah melakukan
pembinaan kepada Desa.

Rekomendasi Dokumen yang di
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hasil butuhkan sudah sesuai,
Verifikas maka rekomendas hasi
verifikas tersebut di
bawa ke BPKD unutk
melakukan pencairan

Pencairan Dana | Proses penyampaian
laporan penggunaan dana
ADD harus tepat waktu,
namun pemerintah Desa
SukaMulia tidak

mel aksankan pelaporan
dengan tepat waktu atau
sesuai dengan aturan yang
ada karenayang
mengetahui cara
pembuatannya telah
dialihkan ke kantor
kecamatan dan di ganti
oleh sekretaris Desa yang
baru

Pelaporan Alokas Dana Desa (ADD) yakni Laporan Berkala
danLaporan Akhir yang digjukan oleh Kepala Desa kepada Bupati
untukBPKD yang telah diverifikas dan mendapat rekomendas
pencairan dari BPMDK harus disertai dengan beberapa lampiran.
Untuk LaporanBerkala ( Tahap I) disertai dengan lampiran :

1. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa ( RPIMDesa)

2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa)

3. LPPD Akhir tahun pada tahun sebelumnya

4. LKPJ Akhir tahun pada tahun sebelumnya

5. Peraturan Desa Tentang APBDes tahun berjalan

6. Rencana Penggunaan Dana
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7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap Il Tahun Anggaran
Sebelumnya.

8. SPTB bermaterai Rp.6.000,- tahap sebelumnya

9. Kwitans bermaterai RP.6.000,-

10. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa

11. Bebas temuan dari inspektorat Daerah Kabupaten Langkat.

Sedangkan untuk Surat Permohonan Pencairan ADD Laporan

Akhir (Tahap I1) disertai dengan lampiran:

1. Rencana Penggunaan Dana

2. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
3. Kwitans bermaterai Rp. 6.000,-

4. Pertanggung Jawaban Tahap | (Pertama)

Hasil vertifikasi terhadap surat permohonan pencairan ADD
beserta lampirannya, apabila dianggap belum memenuhi syarat, akan
di kembalikan ke Desa untuk di sempurnakan. Hal ini sesuai yang di
katakana oleh Kepala Desa Suka Mulia, Samin bahwa : “Terkadang
dalam proses Pelaporan pernah mengalami kesalahanyang periksa di
BPMPDK Kabupaten, karena meskipundikecamatan menyatakan
sudah baik tapi kalau di BPMPDKbilangsalah maka harus diperbaiki
lagi” .

Sementara dalam proses Permohonan Pencaiaran Dana ADD,
jika Admistrasi yang di butuhkan belum memenuhi syarat, maka
dikembalikan kepada Desa terkait, karena fungs BPMDK sebagai

Pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala
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Seks Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat
menyatakan :“Untuk SPP Desa yang dikembalikan setelah tim kami
verifikasi, sudah cocok tidak admistras yang kita butuhkan kalau ada
yang tidak sesuai kita kembalikan untuk di perbaiki karena fungs kita
sebagai pembinaan beda dengan inspektorat karena dipengawasan dia
mencari apa yang menjadi temuan kalau kitatidak mencari untuk
mel akukan pembinaan.

Pada proses pelaksanaan Pelaporan Alokas Dana Desa (ADD),
jika Tahap pertama telah di buatkan SPJLaporan realisas maka
pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan. Hal ini di terangkan oleh
Mantan Sekertaris Suka Mulia, bahwa : “Dalam melaksanakan
Pelaporan dilakukan dua tahap, apabilatahap petama telah dibuatkan
SPJ maka pencairan tahap keduadilaksnakan dan tidak mutlak per
enam bulan asalkan dana tahappertama habis dan di buatkan laporan
realisas makatahap keduabisa dicairkan”.

Terkait dengan Proses pencairan di tempat yang terpisah
penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seks Keuangan dan
Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan bahwa
“Untuk  mendapatkan tahap pertama masuk tahap kedua,
untukpencairan tahap kedua masuk ketahap pertama. tapi
pelaporannyaharus tetap di masukkan sebagai admistrasi keuangan”

Sementara itu, Mantan Sekertaris Desa Suka Mulia tersebut
juga mengatakan bahwa : “Laporan ADD dibuat tersendiri, karena

APBdes itu di APBdeskan tercover semua sumber dana, ADD,Dana
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Desa, Bagi Hasl Pajak tercover semua di APBDES berapa jumlah
pendapatan 1 tahun.Nanti pelaporanya ada di bilang realisass ADD,
ada juga DanaDesa tersendiri”.

Disis lain penulis juga melakukan wawancara kepada salah
satu Perangkat Desa di Desa Suka Mulia. Salah satu informan juga
menerangkan bahwa memang benar Laporan ADD tahap Il belum
dilaporkan. Hal tersebut di jelaskan oleh Sustina : “Laporan ADD
belum selesai karena Pegawal senior sibuk denganurusan pribadi
masing-masing dan kita sudah dapat surat teguran dari BPMDK
karena belum setor ke kantor”.

Hal tersebut juga di benarkan oleh Kepala Desa Suka Mulia,
Samin yang menyatakan bahwa : “Laporan Realisasi tahap dua atau
tahap akhir belum diselesaikan oleh Sekertaris Desa, yang selesai baru
tahap pertama”. Untuk melihat ketepatan waktu Pengelola ADD pada
saat pelaporan maka penulis juga melakukan Wawancara pada pihak
BPMDK. Hal ini di sampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset
Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat bahwa: “Untuk laporan realisas
tahap dua ADD tahun 2018 DesaSuka Mulia sampai sekarang belum
ada masuk, baru tahappertama. Untuk realisasi tahap kedua, kamarin
kami sudah suratitapi belum ada yang masukkan seharusnya masuk
paling lambatminggu kedua bulan Februari. Sebenarnya ini sudah
sangat terlambat®.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan

bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa



94

(ADD) oleh Pemerintah Desa Suka Mulia ke BPMDK Kabupaten
Langkatmasih belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan
dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan kegiatan
sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan Terlihat dari belum
dirampungkannya Laporan Realisas Tahap I1.

Pertanggungj awaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegras
dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung
jawaban  tersebut  adalah  Pertanggungjawaban  APBdesa
Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan
bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemrintahan Desa mengacu
pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 24 tahun 2015 Tentang
Pengel olaan Keuangan Desa.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan
Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan
jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Suka Mulia tergolong
Sekertaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPD. Pihak
ketiga yang dimaksud di Desa Suka Mulia adalah Sekretaris Desa
yang lama dan sekarang menjabat sebagai Ketua LPMD. Hal ini
sesuai dengan yang dikatakan Oleh Sekretaris Suka Mulia,
menyatakan bahwa: “Dalam Pembuatan Laporan PertanggungJawaban
biasanya kamilebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga, jadi

karena belummampu membuat biasanya kami menyewa Jasa, karena
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kamisempat mengajukan pelatihan kepada BPMDK tapi di
tolak.Karena Sebelumnya saya kerja di kantor pertanian jadi belum
adapengalaman,apalagi  petunjuk  teknis  pengelolaan  ADD
berubahsetiap tahunya. Untuk tahun 2019 akan berubah lagi. Dalam
LPPDbiasanya meminta bantuan kepada Sekdes yang lama
karenasekdes yang lama lebih mengetahaui hal tersebut”.

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah
iatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Langkat
Nomor 24 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini
sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Keuangan dan
Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat mengatakan bahwa :
“Kami telah membagikan pedoman petunjuk teknis ADD ke setiapdesa
yang ada di Kabupaten Langkat Didalamnya sudah terdapatformat
Pelaporan dan format lainnya.”

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Alokas Dana Desa pada bab VII tentang
Pertanggungjawaban pada pasal 12 bahwa daam meakukan
Pertanggungjawaban beris tentang :

1. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa,

2. Tunjangan BPD

3. Tunjangan Bendahara Desa.

4. Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga

Kemasyarakatan
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5. Belanjasumber Daya Manusia
6. BiayaPerjalanan Dinas

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat
Desa yakni Sekretaris Desa didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh Tim Pendamping
tersebut belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh
Kepala Desa Suka Mulia, Samin mengatakan bahwa : “Tim
Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditugaskan untuk melakukan
Pembinaan belum bekerja secara maksimal”

Selain itu, redlitas yang terjadi di Desa Suka Mulia bahwa
pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tergolong lambat. Hal ini
dikarenakan Sekretaris baru kurang paham terhadap tugas tersebut.
Akibatnya, pembuatan Laporan ini masih menunggu kesempatan dan
waktu dari mantanSekretaris Desa sebelumnya. Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Suka Mulia, mengatakan
bahwa: “Sementara ini kami baru menyusun LPPD (Laporan
Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa) sebenarnya sudah agak
terlambat .

Sejalan dengan hal tersebut, Bendahara Desa Suka Mulia juga
mengatakan hal yang sama, yakni : “Untuk Pertanggung Jawabanya
kita baru mau di periksa, dan laporan pertanggungjawaban sementara
baru di kerjakan”. Sesual dengan hasil wawancara dengan Kepaa
Seks Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Langkat

mengatakan bahwa : Seharusnya Pemerintah Desa sudah membuat
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LPPD paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan
artinya bulan 1 Pemerintah Desa sudah merampungkan semuanya.

Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa
wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelanjaan, karena dalam
Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut, Hal
tersebut di terangkan oleh Bendahara Desa Suka Mulia, bahwa :
“Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertaidengan
nota sebagal bukti pembelanjaan yang akan dilampirkanpada saat
membuat Pertanggung Jawaban nantinya”.

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan
agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan
aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan
wujud transparanss Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun,
realitas yang terjadi di Desa Suka Mulia bahwa kegiatan laporan
pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan
baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan

pertanggungjawaban yang dilakukan.

2. Dampak Alokas Dana Desa Dalam Pembangunan Prasarana Di Desa
Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten L angkat
Pemanfaatan dana desa di Desa Suka Mulia dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pembangunan dapat dilihat dengan sejauhmana
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

disepakati ddam Musrenbang Desa dan realisas atau hasil-hasil dari
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pembangunan tersebut baikpembangunan fisik dalam hal ini sarana dan

prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitin ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2015 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan
menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) sebaga |andasan
penelitian. Dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014:
“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai  Penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan dan  pemberdayaan
masyarakat”. Yang penggunaan atau pemanfaatannya berdasarkan
beberapa peraturan menteri.

Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa
prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan
untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan
pangan dan permukiman

b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan masyarakat
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c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan, sosia dan kebudayaan
d. Pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk
melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa
demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desaitu sendiri.

Dalam penelitian ini peniliti berfokus kepada hasil-hasil atau
output dari pemanfaatan aokasi dana desa ini, mengingat besarnya jumlah
dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam
rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi peluang
besar untuk menggunakan dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala
prioritas yang ada didesa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Berikut penuturan Bapak Samin Kepala Desa Suka Mulia, menyatakan
bahwa “Dana desa ini sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat.Dengan adanya dana desa ini, kami di Desa Suka Mulia telah
melaksanakanprogram-program  pembangunan  yang  merupakan
kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sejauh ini kami dari
pemerintah Desa Suka Mulia telah membangun Bidang pelaksanaan
Pembangunan Desa yakni Pembangunan sarana olah raga berupa lapangan
bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab parkir motor dan
pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia”.

Penuturan kepala desa diatas didukung oleh pendapat ketua BPD
Desa Suka Mulia yang menagatakan bahwa “Program-program

pembangunan yang telah dilakukan sgjauh ini yaitu: pembangunan sarana
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olah raga berupa lapangan bola kaki, pembangunan jalan cor beton,rehab
parkir motor dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka”. Bantuan dana
desayang diberikan pemerintah pusat kepada desa memberikan dampak
yang sangat positif dalam rangka pembangunan didesa baik berupa sarana
dan prasarana atau infrastruktur yang dapat membantu keberlangsungan
pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Kemudian Kaur Pembangunan Desa Suka Mulia juga mengatakan
bahwa: “Kami selaku pihak pemerintah Desa Suka Mulia sangat terbantu
dengan adanya dana desa ini, yang telah memeberikan sumbangs yang
sangat besar bagi pembangunan sarana dana prasarana yang ada di desa.
Untuk tahun 2018 kami telah melaksanakan pembangunan sarana olah
raga berupa lapangan bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab
parkir motor dan pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia.”

Salah satu kepala dusun di Desa Suka Mulia menuturkan bahwa:
“Dengan adanya dana desa ini, kami selaku masyarakat sangat bahagia,
karena program-program pembangunan yang kami usulkan dapat
teredlisas dengan baik. Sgjauh ini program pembangunan yang telah
teredlisas di dusun Suka Mulia yaitu,sarana olah raga berupa lapangan
bola kaki, pembangunan jalan cor beton, rehab parkir motor dan
pemeliharaan pagar kantor Desa Suka Mulia.”

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa
pemerintah di Desa Suka Mulia telah menggunakan atau memanfaatkan

dana desa untuk pelaksanaan pembangunan bailk pembangunan
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infrastuktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang

ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

. Dampak Alokas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten L angkat

Pelaksanaan program pemberdayaan masayarakat, pembangunan,
dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan
fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini
disebut-sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di
setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang
dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan.

Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan
tertinggal. Di saat wilayah perkotaan gencar akan program pembangunan
dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat
perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala
kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan stagnan
atau statis, jalan di tempat belum, adanya perkembangan.

Mungkin alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya
pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desa di Indonesia,
yang disebut dengan Alokas Dana Desa (ADD). Dana yang dikucurkan
tersebut dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri,
yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan
diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah
penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya

untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya
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kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap
desa termasuk Desa Suka Mulia untuk berbenah diri.

Dewasa ini, proses atau program pemberdayaan di Desa Suka
Mulia mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini
mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pemberdayanan khususnya, Pemerintah
Desa Suka Mulia sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi
keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa
Suka Mulia itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Suka Mulia
melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan
pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Partisipas masyarakat dalam
pemberdayaan ataupun pembangunan sangatlah penting, partisipas
masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan, yakni pertama
partisipas masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masyarakat akan
lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka
dilibatkan dalam proses persigpan dan perencanaan. Ketiga, akan
timbulnya anggapan pemenuhan hak demokras ketika mereka ikut terlibat
dalam pembangunan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pel aksanaannya, masyarakat dapat
mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta yang
paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Suka Mulia dapat benar-benar
dirasakan oleh segenap masyarakat, sembari di dalamnya mensosialiasikan

pendapatan dana desa tersebut. Dalam wawancara bapak Roni selaku
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masyarakat desa menyampaikan bahwa: “Masyarakat Desa Suka Mulia
saya rasa tidak begitu acuh terutama dalam kegiatan pembangunan
ataupun yang lainnya juga. Mereka pasti menyempatkan waktu untuk
sebisa mungkin ikut aktif dalam kegiatan. Nah untuk masalah program
pemberdayaan masyarakat dengan alokasi dana desa ini, masyarakatpun
setidaknya ikut aktif atau berpartisipas. Misal nya ketika pemerintah desa
meminta untuk merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka
hadir menyumbangkan ide-idenya, dan apa yang diinginkan oleh mereka.
Terus, ketika dalam pelaksanaan program pembangunanpun masyarakat
hadir, mereka ikut kerjasama dalam melaksanakan program itu. Menurut
saya, ini adalah bentuk partispas masyarakat dalam program
pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.”

Partisipas  aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan
pemberdayaan ataupun pembangunan di wilayahnya masing-masing
sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang
dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan
sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki
rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan
sendiri. Dalam wawancara dengan Bapak Yudi, dikatakan
bahwa:“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau
pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya
sampai pelaksanaannya, seperti ketika misakan pemerintah desa
mengadakan musyawarah dusun, masyarakat hadir dengan mengeluarkan

pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisas terhadap
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kebutuhan merekapun, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan
pembangunan, pembangunan jalan misalkan, masyarakat hadir dan ikut
serta dalam kegiatan.”

Partisipas masyarakat pada dasarnya sangatlah diperlukan sejak
awal daam proses perencanaan sampa tahap pelaksanaan. Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat ikut terlibat secara menyeluruh dalam
kegiatan pemberdayaan atau pembangunan, juga dengan adanya partisipasi
masyarakat menjadi sebuah garans bagi tidak diabaikannya kepentingan
masyarakat.

Pemerintah Desa Suka Mulia terutama setel ah adanya dana desa ini
secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai
responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-
program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia Berbagai
upaya memang telah coba dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia
guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama
dalam hal pemberdayaan. Selain itu, dalam pemberdayaan di Desa Suka
Mulia hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur
sgja, pemberdayaan masyarakat melalui suatu wadah yang memungkinkan
individu yang di dalamnya mampu mengembangkan potensi dirinya,
dirasa masyarakat belum begitu menonjol. Dan kedepannya dana desa ini
diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pemberdayaan
masyarakat tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta

tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.
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Selanjutnya dalam wawancara dengan Bapak  Hengki
mengungkapkan bahwa jikalau melihat pada periha pembangunan
khusunya infrastruktur umum, seperti pengelolaan Pendidikan Usia Dini
dan Pos Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka
Mulia cukup baik dan memang terasa manfaatnya, akan tetapi tidak hanya
pembangunan infrastruktur seperti ini sgja. Pemberdayaan masyarakat
seperti adanya koperasi, penguatan LPM dan karang taruna, perlu
diperhatikan dan ditingkatkan kembali.

Pemberdayaan masyarakat memang seharusnya tidak hanya
sematamata dengan membangun sarana atau infrastruktur saja, melainkan
pemerintah desa harus membuat suatu wadah yang mampu menjadi
instrumen bagi masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan
dirinya. Misalkan pemerintah memperkuat kembali |Iembaga-lembaga
kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
karang taruna, dan koperasi, karena daam pemberdayaan masyarakat
perlu memperhatikan dan melibatkan segenap potensi dalam masyarakat
termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Penguatan |lembaga lembaga
pemberdayaan yang bersinergi dengan pemerintah desa sudah sepatutnya
dilaksanakan, setidaknya ini akan membantu terhadap program-program
pemerintah Desa Suka Mulia, terutama dalam hal pemberdayaan
masyarakat menuju peningatan perekonomian.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah adanya prinsip
partisipatif yang harus tetap dijaga oleh Pemerintah Desa Suka Mulia

dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD).
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Artinya, masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam proses
perencanaan, dan pelaksanaan, dan hal-hal lainnya. Bapak Muslihudin
juga berpendapat bahwa pemerintah desa Suka Mulia pada pengelolaan
dana desa bersama masyarakat dan lembaga yang ada selalu
bermusyawarah dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan
melaui program dana desa.

Tujuan dari adanya prinsip partisipatif ini adalah hak masyarakat
dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan-kebutuhannya,
ataupun tuntutan kepada pihak pemerintah desa terkait dengan
pemanfaatan Alokas Dana Desa (ADD). Juga keterlibatan masyarakat
sedikit banyaknya akan mempengaruhi kebijakan dalam pemanfaatan
Alokas Dana Desa. Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat ini akan
mampu mengawas terhadap pelaksanaan program sebagai suatu bentuk
realisas Alokasi Dana Desa (DD), utamanya untuk program pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari wawancara dengan bapak
Zainudin selaku masyarakat desa Suka Mulia mengatakan bahwa
pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa berdasar dari
kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dari
usulan-usulan yang diambil dari perwakilan setiap Dusun yang
berpartisipasi pada musyawarah desa.

Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah proses
pertanggungjawaban. Seperti dalam wawancara yang kepada Bapak

Ahmad Zainuri: “Pemerintah Desa Suka Mulia harus transparan kepada
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masyarakat, minimal pada pihak dusun, atau bisa juga ditempel pada pos
kamling, jadi masyarakat akan tahu arah dan peggunaan dana desa”.
Pertanggungjawaban, transparasi merupakan suatu kewagjiban dan
suatu bentuk keharusan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
Suka Mulia sebagal administrass pemberdayaan dan yang lainnya,
sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi
penerima atau sebagai kelompok sasaran program. Tujuan dari adanya
pertanggungjawaban dan ataupun trasnsparans ini adalah suatu langkah
untuk menjaga dari ketidakjelasannya akan penggunaan serta pemanfaatan
Alokas Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi pemberdayaan
masyarakat. Ketika proses-proses ini dilaksanakan sebagai mana mestinya,
maka diharapkan akan mampu memenuhi tingkat kepuasan dan
kepercayaan masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa Suka Mulia itu

sendiri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Analiss Dampak

Pengelolaan Alokas Dana Desa (ADD) Terhadap Prasarana Umum Serta

Pemberdayaan Masyarakat Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang

Kabupaten Langkatmaka dapat diambil ssmpulan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.Pengelolaan ADD
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia  Kecamatan
Secanggang Kabupaten Langkat telah mengikuti aturan petunjuk teknis
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam
prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan
pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses
Pelaporan Realisas Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana
untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanganggung jawaban
penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluas hasil
kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah
yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

2. Pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Suka Mulia dalam
pemanfaatan alokasi dana desa telah dikatakan efektif. Hal ini dapat

dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah teredisas
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sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah
desa melalui musrenbang.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Suka Mulia dalam meningkatakan
pemberdayaan masyarakat setelah adanya aokas dana desa perlu
diapresias, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh
ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan
masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Suka Mulia yakni
pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan dan Posyandu
adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Suka

Mulia.

B. Saran
Setelah melaksanakan penelitian di Desa Suka Mulia, maka penulis
memiliki beberapa saran, yakni:

1. Proses pengeloloaan ADD yang dillakukan oleh aparat Desa Suka Mulia
harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dala petunjuk
teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni
dalam proses penggunan anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan
survey terlebih dahulu sehingga pembangunan yang Pemerintah
laksanakan tepat sasaran. Selain itu,pembinaan pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat
Desa perlu ditingkatkan.

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran
informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan

yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak
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terlibat dalam pelaksanan program-program pemerintah desa, serta ikut
mengawas jalannya pel aksanaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Suka
Mulai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sesuai dengan
ketentuan.

. Pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baiknya tidak hanya mengarah
pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potens yang ada di
masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat
mampu berkembang. Contohnya pembuatan kel ompok-kelompok ekonomi
kreatif, pengadaan mekanisme pasar desa yang bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian yang mandiri.
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